
 i 

KATA PENGANTAR 
 

 

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 1999 tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar ini 

dirasakan sangat penting, terutama ketika kita berbicara tentang 

perekonomian nasional maupun internasional yang bernafaskan 

kerakyatan.  

 

Apalagi akhir-akhir ini orang banyak berbicara tentang 

keberadaan ekonomi neo-liberal yang dianggap sebagai penyebab 

kemerosotan ekonomi Indonesia, sehingga meminta Pemerintah 

mengubah undang-undang ini --- karena tidak sesuai lagi. Khususnya 

hal-hal yang berkenaan dengan sistem devisa bebas. Padahal, 

sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini, semua sistem 

mempunyai sisi baik dan sisi buruknya.  

 

Laporan kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Badan 

Pembinaan Hukum Nasional dengan para pakar hukum yang terlibat 

langsung dengan Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 

Diharapkan laporan ini dapat menjawab segala persoalan yang 

berkenaan dengan undang-undang ini, sehingga diketahui perlu 

tidaknya perubahan undang-undang ini dilakukan. 

 

Selanjutnya, tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga 

kepada rekan-rekan anggota tim yang terlibat dalam penyelesaian 

laporan ini. 

 

 

      Jakarta,      Desember 2009 

Ketua 

Tim Analisa dan Evaluasi Hukum  

tentang Lalulintas Devisa dan Sistem  

Nilai Tukar, 

 

 

DR. Zulkarnain Sitompul, SH. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbendaharaan negara dalam padanan gramatikal memiliki pengertian segala 

sesuatu berkaitan dengan pengelolaan uang negara atau tentang segala hal yang 

berkaitan dengan tata kelola dan tata tanggung jawab pemerintah dalam 

menggunakan uangnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 

dan juga yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD). Dalam padanan nalar hukum, perbendaharaan negara tentu 

ditujukan pada negara dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam 

pengelolaan APBN dan kekayaan negara yang dipisahkan, serta Menteri/pimpinan 

lembaga dalam pengunaan anggaran dan barang. 

Dalam kontekstualisasi hukum keuangan negara, tata kelola dan tata tanggung 

jawab keuangan harus memenuhi kepastian hukum (rechtszerkeid), sehingga 

dalam kenyataan hukum (rechtswekelijkheid) dan peraturan perundang-undangan 

(postief rescht) memiliki padanan yang sama yang termasuk ruang lingkup uang 

yang dikelola dan dipertanggungjawabkan Pemerintah. Pengertiaan 

perbendaharaan negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan sebagai, ”pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk invesatasi dan kekayaan yang 

dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.” Adanya pengertian 

tersebut menimbulkan pertentangan, yaitu pertama, pengelolaan keuangan negara 

sebagaimana dirumuskan ruang lingkupnya menurut Pasal 1 angka 1 tidak 

semuanya ditetapkan dalam APBN dan APBD. Kedua, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban kekayaan negara yang dipisahkan diatur dengan mekanisme 

pengelolaan tersendiri dan tidak tunduk pada mekanisme aturan APBN dan 

APBD. 

Dalam perkembangan konteks pengertian tersebut saja, pengaturan 

pengelolaan keuangan negara tidak pernah mencapai arti hukum yang ideal 

(rechtsideaal) karena kompleksitas pengertian dan ruang lingkup keuangan negara 

tersebut. Pengetian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam perkembangan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban tidak jarang mendapatkan pengaruh 
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eksternal yang justru menimbulkan kerumitan dan luas serta berdimensi segala 

aspek didalamnya. Akibatnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

negara yang meluas seperti demikian memiliki kandungan multidimensi yang jika 

tidak dilakukan secara cermat dan teliti akan menimbulkan benturan hukum  

dalam kaidah-kaidah hukumnya. 

Kaidah hukum mengenai perbendaharaan negara yang diatur dalam 

Indonesiche Comtabiliteitswet (ICW) yang dicantumkan dalam Stbl Tahun 1864 

Nomor 106, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 justru lebih 

memiliki batasan jelas di mana perbendaharaan yang diatur adalah sebatas pada 

keuangan yang dikelola negara sebagai badan hukum. Dalam kontekstualisasi 

hukum, negara sebagai badan hukum mengelola uangnya yang disandarkan pada 

keuangan negara bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan 

umum (public service).
1
 Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki 

kemampuan hukum untuk mengatur dan menentukan sendiri keuangan dan 

kekayaanya. Pemahaman demikian menunjukkan adanya tiga hal dalam terkait 

dengan keuangan negara, yaitu pengeluaran negara, penerimaan negara dan 

administrasi negara. 

Hal ini tentu sejalan dengan teori hukum keuangan negara, di mana 

perbendaharan negara memiliki tata kelola (rechtsregiem) sendiri yang disediakan 

negara untuk penyelenggaraa pemerintahan dan pelayanan publik atau ”dengan 

langsung dipakai (oleh pemerintah) untuk menyelenggarakan kepentingan 

umum.”
2
 Apabila kontekstualisasi tersebut menggunakan penafsiran gramatikal 

(grammaticale interpretatie), perbendaharaan negara mengandung makna tata 

kelola (rechtsregiem) keuangan negara sebatas pada APBN. Dengan demikian, 

keuangan lain yang tidak masuk akal dalam tata kelola APBN bukanlah bagian 

dari pengaturan perbendaharaan negara
3
. Hal ini untuk menunjukkan perbedaan 

                                                 
 
1
 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi 

Negara (Bandung : Alumni, 1981), hal.41. 

 
2
 E. Utrecht, Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ictiar, 1959), hal. 197. 

 
3
 Rumusan keuangan Negara menurut UUD 1945 (amandemen ketiga), dapat pula dilakukan dengan 

menggunakan keberlakuan hukum atau gelings theorie dan gebiedsleer atau teori lingkungan kuasa 

hukum.” Hal ini berkaitan dengan masing-masing aturan tata kelola dalam badan hukum, baik publik 

maupun privat. 
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tata kelola (rechtregiem) dari masing-masing sektor keuangan, yang memiliki 

dimensi hak dan kewajiban, dan wewenang sendiri
4
. 

Sifat hakikat (wazelijk) perbedaan negara dan ruang lingkupnya secara impisit 

terjawab dengan materi muatan UU Nomor 1 tahun 2004, khususnya Pasal 2 yang 

mengatur ruang lingkupnya yang sebatas pada aspek pengelolaan APBN dan 

APBD. Hal ini berarti ruang lingkup perbendaharaan negara tidak termasuk pada 

aspek keuangan negara lain di luar dalam APBN dan APBD, serta mengeliminasi 

keuangan negara lain. Secara diagramatis, tolak tarik pengertian keuangan negara 

dapat digambarkan adanya perbedaan mendasar rumusan keuangan negara sebagai 

mana  berikut ini: 

 

Perbedaan Pengertian Keuangan Negara 

Dalam Peraturan Perundang-undangan 

 

No. Peraturan Perundang-

undangan 

Materi Aturan Berkaitan dengan 

Pengertian/Ruang Lingkup 

Keuangan Negara 

Sifat 

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara 

Hak dan kewajiban negara, 

Penerimaan dan Pengeluaran 

Negara, Penerimaan dan 

Pengeluaran Darah, Kekayaan 

Negara/Daerah dipisahkan dan 

haknya, kekayaan pihka lain yang 

dikuasai pemerintah, kekayaan 

pihak lain menggunakan fasilitas 

pemerintah 

Luas, meliputi 

keuangan publik 

dan privat 

2. UU Nomor 19 Tahun 2003 

tentang Badan Usaha Milik 

Negara 

Keuangan BUMN tidak tunduk 

pada APBN, tetapi pada prinsip 

perusahaan yang sehat 

Sempit, 

keuangan privat 

3. UU Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perbendaharaan 

Negara 

Perbendaharaan negara hanya 

sebatas yang ditetapkan dalam 

APBN dan APBD 

 

 

Sempit, 

keuangan 

publik. 

                                                 
 
4
 Misalnya, sektor  keuangan yang dikelola badan hukum, memiliki mekanisme pelaporan keuangan 

yang berbeda dengan keuagan Negara, yang tunduk pada tata kelola (rechtregiem) undang-undang 

yang mengaturnya. 
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No. Peraturan Perundang-

undangan 

Materi Aturan Berkaitan dengan 

Pengertian/Ruang Lingkup 

Keuangan Negara 

Sifat 

4. UU Nomor 15 Tahun 2004 

Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara 

Pemeriksaan yang dilakukan BPK 

adalah seluruh unsur dalam Pasal 

2 UU Keuangan Negara 

Luas, keuangan 

publik dan privat 

5. UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah 

Keuangan daerah adalah keuangan 

milik daerah dalam menjalankan 

hak dan kewajibannya. 

Sempit, sektor 

keuangan publik 

dan privat 

6. UU Nomor 15 Tahun 2006 

Tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan 

BPK memeriksa keuangan negara 

yang dilakukan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, lembaga 

negara lainnya, bank Indonesia, 

BUMN, BUMD, badan layanan 

umum, dan lembaga atau badan 

lain yang mengelola keuangan 

negara menurut pasal 2 UU 

Keuangan Negara  

Luas, sektor 

keuangan  

publik       dan 

privat 

7 PP Nomor 39 Tahun 2007 

tentang  Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah 

 

Uang negara adalah uang yang 

dikuasai oleh bendahara umum 

negara 

Sempit, sektor 

keuangan        

publik 

 

Perbedaan dalam mempersepsikan ruang lingkup keuangan negara yang 

mengesampingkan tata kelola (rechtregiem) setiap sektor keuangan, akhirnya 

justru membawa kesulitan sendiri bagi para pihak, termasuk pemerintah 

mengupayakan penghapusan piutang perbankan BUMN dengan cara menetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan tentang 

Peraturan Pemerintah tentang Tatacara penghapusan Piutang Negara/Daerah. 

Penetapan PP Nomor 33 Tahun 2006 tidak dapat dilakukan karena bertentangan 

dengan UU Nomor 17 Tahun 2003. Padahal, upaya hukum pemerintah tersebut 

telah mendapatkan pertimbangna hukum dari Mahkamah Agung Nomor 

WKMW/Yud/20/VIII/2006 tentang Permohonan Fatwa Hukum yang disampaikan 

kepada Menteri Keuangan.
5
 Selain itu, masalah pengambilan kebijakan yang 

                                                 
5
 Dalam pertimabang hukumnya, MA menyatakan adanaya UU Nomor 19 Tahun 2003 secara hukum 

tidak mengikat ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003.  
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berkaitan dengan pelaksanaan APBN dan APBD tidak menjadi bagian penting 

dalam pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2004, khususnya jika dikaitkan dengan 

kewenangan menteri keuangan yang menerima kuasa dari Presiden dalam 

pengelolaan APBN dan kepala daerah yang menerima penyerahan pengelolaan 

APBD dan kekeyaan daerah yang dipisahkan. 

Berbagai kerumitan administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN 

dan APBD inilah yang seharusnya menjadi fokus pengaturan dalam UU Nomor 1 

Tahun 2004, sehingga tidak terlalu mengatur konstektualitas keuangan negara 

yang diperluas dimensinya. Ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 harus 

diarahkan untuk dua tujuan penting, yaitu pertama penguatan aturan dan kebijakan 

pengelilaan dan pertanggungjawaban APBN untuk mencapai tujuan bernegara. 

Kedua, penguatan landasan daerah untuk mengelola dan 

mempertanggungjawabannya keuangan menurut asas desentralisasi dan otonomi 

daerah. Dengan kata lain, UU Nomor 1 Tahun 2004 harus mendorong reformasi 

pengelolaan APBN dan APBD untuk mencapai tahap amanat Pasal 3 ayat (1) UU 

Nomor 17 Tahun 2003, yaitu ”keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kedilan dan kepatutan” dan Pasal 

3 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 4004 yang menyatakan, APBN /APBD mempunyai 

fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Selain itu yang lebih penting adalah mewujudkan suatu APBN/APBD yang 

berkelanjutan yang mampu mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk 

mencapai tujuan negara. 

Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2004 ini, perlu dilakukan evaluasinya, 

sehingga akan memiliki daya mengikat dan daya manfaaat bagi penyelenggaraan 

pemerinthan negara, khususnya adaministrasi pengelolaan APBN dan APBD. 

Salah satunya adalah mengupayakan minimalisasi atau menekan kebocoran dan 

pemborosan APBN dan APBD, sehingga manfaat pengelolaan APBN dan APBD 

dapat benar-benar ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh akarena itu, 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memandang perlu melakukan 

Analisis dan Evaluasi UU Nomor 1 Tahun 2004. 
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B. Permasalahan 

 Berdasarkan uraian latar belakang, kajian penelitian akan ditujukan pada tiga 

permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara mendorong terwujudnya pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah 

yang tertib, tat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transfaran dan bertanggung jawab? 

2. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara, bagaimana standar dan kebijakan pengelolaan APBN 

dan APBD, dikaitkan dengan pencegahan terjadinya penyimpangan, 

kebocoran atau pemborosan? 

3. Bagaimana upaya yanag dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menegakan 

standar, kebijakan, sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan 

APBN dan APBD? 

 

C. Maksud dan Tujuan 

 Maksud dilakukannya kegiatan ini adalah mengidentifikasi dan 

menginfentarisasi masalah dalam pelaksanaan aturan perbendaharaan negara 

sebagimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 dan peraturan perundang-

undangan terkait lainnya. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi semua 

permasalahan tersebut dengan memperhatikan perkembangan hukum dan 

kebutuhan masyarakat saat ini. 

 Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk memberikan rekomendasi atau 

masukan bagi penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan perbendaharaan negara. Sementara itu, secara khusus 

tujuan kegiatan ini adalah : 

1. Mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara mendorong terwujudnya pengelolan anggaran 

pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja 

daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transfaran, dan bertanggungjawab. 

2. Menjelaskan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara, khususnya terkait standar dan kebijakan 
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pengelolaan APBN dan APBD, dikaitkan dengan pencegahan terjadinya 

penyimpanagn, kebocoran atau pemborosan.  

3. Mengemukakan upaya yang dapat dilakukan pemeritah dalam rangka 

menegakan standar, kebijakan, sistem dan prosedur yang berkaitan 

dengan pengelolaan APBN dan APBD. 

 

D. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup kegiatan inti meliputi pengkajian terhadap Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum tentang perbendaharaan negara 

menggunakan teori sistem hukum. Penggunaan teori sistem hukum ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang komperhensif mengenai 

permasalahan hukum yang dihadapi dalam bidang perbendaharaan negara. Inti 

teori sistem hukum adalah hukum ditentukan oleh tiga elemen penting. Friedman 

menyatakan sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur 

(structure), substansi (substance), dan budaya hukum (legal culture). Aspek 

struktur (structure) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut. 

”The structure of a legal system consist of elements of this kind : the number 

and size of courts : their yurisdiction (that is, what kind of cases they hear, 

and hob and why), and modes of appeal from one court to another, Structure 

also means how the legislature is organized, how many members sit on the 

Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what 

procedures the policy department follows, and so on.” 

 

 Mengacu pada rumusan tersebut, lembaga yang berkaitan dengan hukum di 

bidang perbendaharaan Negara seperti Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa 
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Keuangan Negara merupakan aspek struktur dari sistem hukum perbendaharaan 

negara sesuai dengan kewenangan dan perannya menurut peraturan perundang-

undangan. Demikian pula Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang 

mengeluarkan peraturan dan standar kebijakan bidang perbendaharaan negara 

merupakan bagian dari elemen struktur hukum di bidang perbendaharaan negara. 

 Elemen kedua sistem hukum adalah susbtansi hukum (subtance). Penjelasan 

Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut: 

 

”By this is meant the actual rules, norms, and behavior patters of people 

inside the system. This is, first of all. “The law” in the popular sense of the 

tern-the pact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that bulgars can 

be sent to prison, that “by law” a pickle maker has no list ingredients on the 

label of the jar.” 

 

 Dengan demikian, Friedman menyatakan yang dimaksudkan dengan subtansi 

hukum adalah peraturan, norma dan aturan perilaku manusia, atau yang biasanya 

dikenal orang sebagai hukum. Hal itulah substansi hukum. Misalnya, ketentuan 

pelaksaan APBN/APBD dan ketentuan pengelolaan uang, piutang dan utang 

negara merupakan bagian substansi sistem hukum perbendahraan negara. 

 Mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap masyarakat 

terhadap hukum dan sistem hukum mengenai keyakinan, nilai, gagasan, serta 

harapan masyarakat akan hukum. Budaya hukum dinyatakan sebagai berikut: 

 ”By this we mean people’s attitudes law and the legal system theis beliefs, 

values, ideas and expectations. In other words, it is that part of the general 

culture which concern the legal system” 

 

Selanjutnya untuk menjelaskan keterkaitan antara ketiga elemen sistem hukum 

tersebut dapat dibuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai 

suatu “proses produksi” dengan menempatkan mesin sebagai “struktur”, 

kemudian produk yang dihasilkan sebagai “substansi hukum”, sedangkan 

bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen”budaya 

hukum”. Dalam bahasa saya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai 

berikut: 

 



 9 

Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal 

“structure” as a kind of machine. “Substance” is what the machine 

manufactures or does. The “legal culture” is whataever or whoever decides 

to turn the machine on and off, and determines how it will be used”. 

Analisis dan Evaluasi hukum mengenai perbendaharaan negara pada 

prinsipnya mencakup ketiga elemen tersebut, dimana elemen strukturnya terutama 

adalah Departemen Keuangan. Elemen substansinya terutama adalah UU 

Perbendaharaan Negara, dan elemen budaya hukumnya adalah sikap masyarakat 

terhadap UU Perbendaharan Negara. 

 

F. Metode Pendekatan 

Kegiatan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

sistematis dan pendekatan peraturan perudang-undangan melalui beberapa 

tahapan diawali dengan penelusuran terhadap peraturan perbendaharaan Negara 

dilanjutkan dengan penelaahan implikasi dan kemudian diintegrasikan dalam 

konteks pembaruan hukum nasional. 

 

G. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pembiayaan 

Kegiatan ini dilakukan dalam waktu 1 (duabelas) bulan terhitung mulai 

bulan jauari sampai dengan Desember 2009. Pembiayaan kegiatan ini 

bersumber dari anggaran Badan Pembinaan hukum Nasional tahun 2009. 

 

H. Personalia Tim Pelasana 

Ketua  : Dr. Dian Puji N, Simatupang, SH., MH 

Sekretaris : Erna Priliasari, SH., MH 

Anggota : 1. Drs. Eddy RS 

    2. Hernowo Koentoaji, SH 

    3. Topan Sani, SH 

    4. Aisyah lailiyah, SH., MH 

    5. Supriyatno, SH., MH 

    6. Ismail, SH 

    7. Widodo 
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I. Sistematika 

Penulisan ini disampaikan dalam 4 bab dengan urutan penyampaian sebagai 

berikut: 

Bab I yang merupakan pendahuluan akan menguraikan latar belakang 

permasalahan, manfaat dan tujuan, ruang lingkup, metode pendekatan, jangka 

waktu pelaksanaan dan pembiayaan, dan sistematika penulisan. 

Bab II menguraikan konseptualisasi penerapan aturan perbendaharaan negara 

di Indonesia, yaitu membahas perkembangan sejarah hukum perstilahan 

perbendaharaan negara dan ruang lingkupnya sejak berlakunya ICW, UU Nomor 

1 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

perbendaharaan negara, dasar hukum keuangan negara, selanjutnya pengaruh 

pengaturan hal keuangan dalam Undang-undang Bank Indonesia, undang-undang 

keuangan negara, dan undang-undang Badan Pemeriksa Kuangan terhadap aspek 

kebijakan dan ruang lingkup perbendaharaan negara. Kemudian dibahas pula 

pengaruh UU Nomor 1 Tahun 2004 untuk mencapai tertib pengelolaan APBN dan 

APBD, khususnya terkait dengan pencegahan penyimpangan, kebocoran dan 

pemborosan. 

Bab III memaparkan konstruksi hukum dalam pengertian dan ruang lingkup 

perbendaharaan negara yang dapat mewujudkan kepastian hukum dalam 

menyelenggarakan pengelolaan APBN dan APBD, khususnya berkaitan dengan 

standar, kebijakan, sistem dan prosedur APBN dan APBD. Selanjutnya analisis 

dan evaluasi atas materi hukum, aparatur yang terkait dengan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan APBN dan APBD, sarana dan prasaran 

pengelolaan APBN dan APBD, serta budaya hukum masyarakat dan aparatur 

dalam mencapai tertib administrasi APBN dan APBD. 

Bab IV penutup yang akan menyajikan simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG  

UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA 

 

 

A. Sejarah Undang-Undang  Keuangan Negara 

Sejarah perkembangan keuangan negara, tidak terlepas dari ditetapkannya 

Indonesiche Comptabiliteit Wet (ICW) atau Undang-undang Perbendaharaan 

yang ditetapkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada 1864, pada saat 

Indonesia merdeka ditetapkan pada 1 Januari 1967 sebagai undang-undang yang 

mengatur perbendaharaan negara. Undang-undang ini menjadi dasar hukum 

penting dalam penatausahaan keuangan Hindia Belanda. 

Riwayat ICW tidak terlepas dari negeri Belanda yang pada waktu ICW 

dirancang, UUD Belanda 1848 menetapkan parlemen turut serta aktif dalam 

menjalankan roda pemerintahan serta mengambil alih hak pemerintahan yang 

sebelumnya dipegang oleh raja sebagai kepala eksekutif. UUD tersebut memuat 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengaturan untuk menjalankan pemerintahan (Regeringsreglement). 

2. Peraturan mengenai uang. 

3. Cara melaksanakan pengurusan dan pertanggungjawaban daerah 

jajahan. 

Masalah daerah jajahan dalam realisasinya ternyata kurang lancar, sehingga 

parlemen ingin sekali mengetahui sumber keuangan serta bagaimana 

pengurusannya. Oleh karena itu, parlemen diberikan kewenangan untuk 

melakukan otorisasi atas keuangan daerah jajahan.   

 ICW pertama kali dirancang oleh Menteri Panud pada 1855, kemudian untuk 

kedua kalinya diajukan oleh Menteri Rochussen pada 1858, dan untuk ketiga 

kalinya diajukan oleh Menteri Fransen van de Putte pada 1863. Secara singkat 

alur sejarah ICW adalah berikut ini.  

a. Rancangan ICW yang pertama. 

Rancangan ICW ini dimuat pokok-pokok keuangan antara lain sebagai 

berikut: 

1) Pemisahan secara tegas antara keuangan Negeri Belanda (negeri 

Induk) dengan daerah jajahan (Hindia Belanda). 
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2) Anggaran ditetapkan setahun sekali oleh raja, baik anggaran negeri 

Belanda maupun daerah jajahan. 

 Rancangan tersebut, dalam tahapan pembicara parlemen ternyata dicabut, 

karena dikehendaki penetapan anggaran tiap tahun itu dengan undang-undang.  

b. Rancangan ICW yang kedua 

Rancangan yang kedua diajukan oleh Menteri Rochussen, memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Anggaran Rutin untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan dan 

pemberian jasa kepada masyarakat ditetapkan lima tahun sekali. 

2. Untuk anggaran modal (pengeluaran yang bersifat pembangunan) 

ditetapkan setahun sekali. 

3. Kedua jenis anggaran, yaitu anggaran rutin dan anggaran modal, 

ditetapkan dengan undang-undang. 

Rancangan kedua ini pun dicabut kembali, karena anggaran rutin yang 

ditetapkan lima tahun sekali tidak dapat diawasi pelaksanaannya secara intensif, 

karena peraturan yang menjadi dasar hukum belum ditetapkan.  

c. Rancangan ICW yang ketiga 

  Rancangan yang ketiga dan yang terakhir ini diajukan oleh Menteri Keuangan 

Fransen van de Putte pada 1863 dan disahkan menjadi Undang-undang 24 April, 

serta dinyatakan mulai berlaku pada 1 Januari 1867. Materi yang diatur dalam 

Undang-undang ini adalah: 

1. Anggaran Rutin dan Anggaran Modal ditetapkan setahun sekali. 

2. Sisa anggaran yang masih ada setelah anggaran berakhir, harus 

ditetapkan dengan Undang-undang. 

3. Gubernur jenderal adalah penguasa pengurusan umum keuangan 

Negara 

4. Pengawasan terhadap pengurusan keuangan Negara, dilakukan 

oleh Algemeene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan) yang 

diangkat oleh raja. 

5. Sokongan-sokongan Hindia Belanda untuk Negeri Belanda 

(Netherlands India Bijtrage) tetap diteruskan. 

6. Memuat tata-cara pertanggungjawaban Pengurusan Keuangan 

Negara yang ditujukan kepada Algemeene Rekenkamer (BPK). 
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7. Memuat peraturan tentang tuntutan ganti-rugi yang ditujukan 

kepada pegawai negeri dan kepada bendaharawan yang merugikan 

Negara. 

 

Dalam perkembangannya, ICW telah beberapa kali mengalami perubahan.  

d. Sebelum kedaulatan (masih zaman penjajahan). 

1. Tahun 1895 mulai dikenakannya tuntutan ganti rugi, bukan saja 

kepada bendaharawan tetapi juga bukan bendaharawan. 

2. Tahun 1903 pencabutan pasal tentang penetapan sokongan kepada 

negeri Belanda (Nederland Indie Bijfrage kepada Nederland). 

3. Tahun 1912 menetapkan Nederland Indie (Hindia Belanda) 

merupakan satu Badan Hukum (Rech/persoon) tersendiri yang 

terpisah dari negeri Belanda (termasuk seluruh hasil milik dan 

beban yang harus dipikulnya). Sebelumnya Hindia Belanda 

merupakan bagian dari kerajaan Belanda, karena segala sesuatu 

diatur/harus diputuskan dari Pusat/Kerajaan Belanda. 

4. Tahun 1917 menetapkan Gubernur Jenderal mempunyai 

wewenang menetapkan sementara penetapan anggaran serta 

menetapkan perhitungan anggaran dan berwenang menggunakan 

sisa lebih anggaran atau menutup sisa kurang anggaran. Hal ini 

berkaitan dengan dibentuknya Volks Rand (Perwakilan Rakyat) di 

Hindia Belanda, Pengesahannya tetap dilakukan oleh Raja. 

5. Tahun 1925 menetapkan kebijaksanaan keuangan (Financiel 

beleid) diletakkan di tangan Hindia Belanda di mana Gubernur 

Jenderal harus bekerja sama Volks Raad untuk penetapannya, 

sedangkan kerajaan Belanda memberikan garis-garis besarnya 

saja. 

 

 

e. Sesudah Kedaulatan (Dalam Indonesia Merdeka). 

1. Tahun 1954 berdasarkan UU Darurat No. 3/54 yang disahkan 

dengan UU No. 12 tahun 1954 penetapan tentang perubahan 

sistem Stelsel hal (Virement Stelsel) diganti jadi kas stelsel. 
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2. Tahun 1968 dengan UU No. 9 tahun 1968 penetapan tentang 

perubahan Tahun Anggaran yang semula berlaku dari 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember menjadi/diganti dengan mulai 1 April 

sampai 31 Maret. 

 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia terdiri dari dua bab yaitu: 

1. Bab Pertama:  Tentang Badan Hukum Indonesia dan Cara 

Pengurusan Keuangan Negara. 

2. Bab kedua: Tentang Pertanggung jawaban Keuangan  

 Peraturan pelaksanaan yang rinci dari UUP tersebut diatur dalam : 

1. Peraturan Tata Usaha terdiri dari : 

a. RAB ( Regelen het Administratief Beher) dimuat dalam stbl 1910 

No. 161, Stbl 1945 No. 134. 

b. Petunjuk-petunjuk ketatalaksanaan bagi departemen/Lembaga 

Negara tentang pengawasan dan pengeluaran uang yang dimuat 

dalam Bijblad No. pengeluaran uang yang dimuat dalam Bijblad 

No. 2814, 4275, 4873, 5714, 6699 dan 51671. 

c. Tuntutan ganti Rugi terhadap pegawai Negeri, (bukan 

Bendaharawan) yang menyebabkan kerugian Negara (Stbl 1904 

No. 241, stbl. 1923 No. 533, Stbl. 1936 No 604, Stbl. 1939 No 

106, Stbl. 1940 No. 33 dan BB No. 11617 

2. Pengurusan Keuangan terdiri dari : 

a. Cara mencocokan penerimaan (Stbl. 1901 No. 325, Stbl 1906 No. 

189. SB No. 2911). 

b. Cara mencocokan penerimaan fihak ketiga (Stbl. 1907 No. 324). 

c. Aturan untuk Kepala Kantor Kas Negeri (Kepala Kantor Kas 

Negara) dan pembantu Bendahara (Byblad No. 2718 dan 10843). 

d. Penghapusan uang yang dicuri atau hilang dari daftar perhitungan 

Bendaharawan (Stbl. 1915 No. 2, PP No. 20/1956). 

e. Penghapusan Penagihan Negeri (penagihan kepada Negara) Stbl. 

1907 No. 327. Stbl. 1925 No. 428. 

3. Pengurusan Kebendaan  

a. Pengurusan Barang (Stbl. 1926 No. 58). 

b. Penghapusan Barang karena rusak (Stbl. 1915 No. 3). 

c. Peraturan kelonggaran karena berat lebih (Spilla geregeling). 
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d. Peraturan tentang kelebihan dan kekurangan (kompensasi) Stbl. 

1910 No. 197. 

4. Perkembangan tentang pelaksanaan anggaran pada masa Orde Baru. 

       Pada masa Orde Baru, untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban anggaran Negara, sejalan dengan dimulainya Pelita I 

(1969/1970) dikeluarkanlah setiap tahun Anggaran Keputusan Presiden yang 

mengatur tentang “Pedoman dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Anggaran Belanja Negara”. 

       Mulai tahun Anggaran 1980/1981 Keputusan Presiden tidaklah ditetapkan 

setiap tahun, akan tetapi berlaku terus sehingga Keputusan Presiden tentang 

“Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (Keppres No. 

14/1980 tentang Pelaksanaan APBN). Keputusan Presiden tersebut mengatur 

hal-hal yang tidak dimuat dalam ICW, sehingga sifatnya melengkapi ICW 

(UUPJ). 

       Apabila dalam Keppres ditemui hal-hal yang bertentangan dari UUPJ, 

pasal-pasal dalam UUPJ menjadi tidak berlaku, karena dalam Keppres tersebut 

dinyatakan secara tegas segala sesuatu yang bertentangan dengan pasal-

pasalnya dinyatakan tidak berlaku, berarti adanya pencabutan terhadap pasal-

pasal yang pengakuannya sama, tetapi materinya berlainan. Adanya perubahan 

ini jelas menimbulkan kritik atas penyimpangan asas hukum karena ICW 

merupakan undang-undang yang tidak dapat dikesampingkan oleh suatu 

keputusan presiden.   

B. Dasar Hukum Perbendaharaan Negara di Indonesia 

Dasar  hukum anggaran negara pada umumnya dimuat dalam Konstitusi atau 

Undang-Undang Dasar. Hal ini berkembang sesuai dengan dukungan pandangan 

terhadap negara pada akhir abad kesembilan belas. Anggaran pendapatan dan 

belanja Hindia-Belanda berdasarkan Pasal 2 ICW 1864 dilakukan dengan wet 

khusus yang kewenangannya terletak pada wetgevedemacht di negeri belanda 

bedasarkan pasal 112 Grondwet. 

Ada sementara pendapat yang mengatakan RR maupun IS adalah semacam 

Undang-Undang Dasar Hindia-Belanda,
6
 sehingga sebagai akibat logis lahirnya 

anggaran belanjanya pun pada waktu itu dilandaskan pada semacam konstitusi. 

                                                 
6
 Wolhoff, G.J., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Djakarta, 1955, hlm 14. 
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Dengan perkataan semacam undang-undang dasar, sebenarnya jelas menunjukkan 

anggaran belanja pada masa Hindia-Belanda tidak dapat dikatakan lahir dari 

suatu konstitusi atau Grondwet. 

Pelaksanaan anggaran belanja pada waktu pemerintahan Hindia-Belanda 

dilakukan sepenuhnya berdasarkan unit organisasi yang mengelola anggaran. 

Setiap unit organisasi merupakan satu bagian atau afdeeling dan penetapannya 

dilakukan dengan wet tersendiri (Pasal 101 ayat (2) IS jis. Pasal 103 ayat (2) 

IS,pasal 104 ayat (1) IS). 

Penetapan anggaran setiap afdeeling dalam anggaran Hindia-Belanda dengan 

wet adalah sesuai dengan sistem pemerintahan Netherland yang menganut sistem 

pemerintahan parlementer, di mana afdeeling anggaran belanja Netherland 

ditetapkan juga dengan wet dan menteri yang menguasai afdeeling anggaran 

belanja bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. 

Mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan begrooting yang dilakukan oleh 

pemerintah Hindia-belanda dalam bentuk slot der rekening, Gubernur Jenderal 

setiap tahunnya menetapkan pertanggungjawaban dengan keputusan dalam 

bentuk slot der rekening (Pasal 111 ayat (1) IS). Slot der rekening tersebut 

kemudian dimuat dalam Javasche Courant. Agar slot der rekening atau 

‟perhitungan anggaran” itu dapat berlaku ditetapkan dengan wet (Pasal 111 ayat 

(3) IS). Apabila dalam penetapan ‟perhitungan anggaran‟ tersebut terdapat 

perbedaan pendapat antara Gubernur Jenderal dan Volksraad dapat ditetapkan 

dengan Keputusan Gubernur Jenderal, slot der rekening diajukan de Staten-

Generaal untuk ditetapkan langsung dengan wet sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 112 ayat (1) IS.  

Landasan konstitusional anggaran pendapatan dan belanja negara Republik 

Indonesia menurut UUD 1945 diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 Bab VIII, 

mengenai ”Hal Keuangan”, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 UUD 1945 : 

 (1) ”Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 

undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 

anggaran yangdiusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan 

anggaran tahun yang lalu”. 

(2)  ”Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”. 
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(3)  ”Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang:”. 

(4)  ”Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan undang-undang”. 

(5) ”Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan 

suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan 

dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat”. 

 

Dari kelima ayat tersebut dapat terlihat ayat yang secara langsung merupakan 

landasan konstitusional bagi APBN adalah ayat (1) dan ayat (5) Pasal 23 UUD 

1945. Kalimat pertama ayat (1) mengandung makna anggaran negara yang 

diusulkan oleh Pemerintah tiap-tiap tahun harus ditetapkan dengan undang-

undang. Hal ini berarti anggaran negara harus mendapat persetujuan DPR, karena 

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 mengatakan setiap undang-undang menghendaki 

persetujuan DPR. 

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengandung dua unsur pokok yakni: 

1. Unsur periodisitas, hal ini terlihat dari kata-kata ”tiap-tiap” tahun. 

2. Unsur yuridis, hal ini dapat terlihat dari kata-kata ”undang-undang”. 

Oleh kalimat kedua ayat (1) pada Pasal 23 UUD 1945, unsur yuridis tersebut 

diuraikan lebih lanjut, yang menentukan apabila tidak terdapat kata sepakat 

antara Pemerintah dengan DPR mengenai usul APBN yang diajukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah harus menjalankan anggaran tahun yang lalu. Sebagai 

jalan keluar, kalimat kedua ayat (1) Pasal 23 UUD 1945 ini telah memberikan 

pemecahan sementara, tetapi hal ini masih harus dituangkan dalam bentuk 

ketentuan perundang-undangan, yaitu mengenai bentuk yuridis anggaran yang 

tidak disetujui oleh DPR tersebut, meningat dalam praktek terdapat kesukaran 

dalam menentukan anggaran tahun yang lalu. 

 Selanjutnya ayat yang erat hubungannya dengan ayat (1) Pasal 23 UUD 1945 

adalah ayat (5) Pasal 23 UUD 1945. Ayat ini mengatur tugas BPK untuk 

memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Kalimat kedua dari ayat (5) Pasal 

23 UUD 1945 mengandung makna hasil pemeriksaan oleh BPK tersebut harus 

diberitahukan kepada DPR, namun dari kalimat kedua ini tidak dapat secara 

eksplisit ditentukan lembaga manakah yang harus menyampaikan hasil 

pemeriksaan tersebut kepada DPR. 
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 Dalam sejarah landasan konstitusional anggaran negara lainnya dapat 

ditemukan pula pada 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). 

Mengenai anggaran negara dalam Konstitusi RIS diatur dalam Bagian IV, 

mengenai ”Keuangan”, Babakan 2. ”Pengurusan Keuangan Federal-Anggaran-

Pertanggungjawaban-Gaji”.
7
 

Dalam Pasal 167 Konstitusi RIS anggaran negara ditetapkan sebagai berikut: 

Pada masa itu penetapan anggaran negara ditetapkan dengan undang-

undang federal yang berarti bahwa dalam menetapkan anggaran 

pengeluaran dan anggaran pendapatan RIS dilakukan oleh Pemerintah, 

DPR dan Senat.
8
 

 Senat dalam menetapkan undang-undang federal di bidang anggaran negara 

hanya sekedar ikut serta, artinya Senat hanya mempunyai hak inisiatif dan bukan 

hak amandemen, dan apabila Senat menolak rancangan undang-undang federal 

yang telah diterima DPR, DPR dapat overrule Senat dengan qourum 2/3 dan 

kelebihan suara 2/3 pula.
9
 

 Sistem pembagian anggaran dalam Konstitusi RIS sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 169 ayat (2) Konstitusi RIS didasarkan kepada pembagian 

organisasi. Selanjutnya sesuai dengan sistem pemerintahan RIS, dimana setiap 

menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada DPR, berdasarkan Pasal 169 ayat 

(3) Konstitusi RIS, undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat 

tidak lebih dari saru bagian (departemen kementerian). Selanjutnya dalam: 

a) Bagian II, ”Pembagian Penyelenggaraan Pemerintahan antara Republik 

Indonesia Serikat dengan Daerah-daerah Bagian”. 

b) Bagian II, babakaan 2, Perhubungan Keuangan diatur perimbangan keuangan 

antara Pemerintah federal dan keuangan Daerah-daerah Bagian. 

Antara lain Pasal 55 Konstitusi RIS mengatur pendapatan-pendapatan mana 

yang merupakan pendapatan pemerintahan federal dan pendapatan-pendapatan 

tersebut, diusahakan keseimbangan, sehingga baik Republik Indonesia Serikat 

maupun daerah-daerah bagian mampu membiayai penyelenggaraan 

pemerintahannya dengan pendapatan sendiri. 

                                                 
7
 Pringgodigdo, H. A. K., Tiga Undang-Undang Dasar, Djakarta, 1964, hlm. 67-68 

8
 Wolhoff, G.J., op.cit., hlm. 90. 

9
Ibid.  
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Selanjutnya dalam Pasal 59 Konstitusi RIS diatur pula mengenai cara-cara 

mengatasi kekacauan dalam kebijaksanaan keuangan, apabila keseimbangan 

keuangan antara pemerintah federal dan daerah-daerah bagian terganggu. Dalam 

hal demikian pemerintah federal dengan persetujuan Senat dapat meminta agar 

pemerintah daerah-daerah bagian mengubah anggarannya. 

Masalah mengenai pertanggungjawaban keuangan pemerintahan federal diatur 

di dalam pasal 170 Konstitusi RIS yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 170 Konstitusi RIS : ”Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia 

Serikat ditanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil 

memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, 

menurut aturan-aturan jang diberikan dengan undang-undang federal”. 

 

Berdasarkan Pasal 170 Konstitusi RIS tersebut dapat dikemukakan: 

(a)  siapa yang bertanggungjawab; 

(b)  kepada siapa pertanggungjawaban itu diberikan; 

(c)  Dan apa yang dipertanggungjawabkan. 

Dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1950, menetapkan perubahan 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 

Republik Indonesia, berlakulah UUDS sebagai landasan konstitusional bagi 

anggaran negara Kesatuan Republik Indonesia.
10

 

 Bila dibandingkan antara landasan konstitusional anggaran negara menurut 

Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), tidak terdapat 

banyak materi yang mengatur soal anggaran negara yang berbeda. Perbedaan 

landasan konstitusional anggaran negara menurut konstitusi RIS dan menurut 

UUDS terletak pada ikut sertanya lembaga Senat dalam urusan anggaran. 

Landasan konstitusional anggaran negara dalam UUDS diatur dalam Bagian IV, 

:Keuangan”, babakan 2, Urusaan keuangan-Anggaran Pertanggungjawaban gadji, 

Pasal 113 UUDS yang berbunyi sebagai berikut: 

    Pasal 113 UUDS: ”Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua 

pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk 

menutup pengeluaran‟. Sama halnya dengan Konstitusi RIS, UUDS membagai 

anggaran negara dalam satuan-satuan organisasi (pasal 115 ayat (3) UUDS). 

                                                 
10

 LN No.56 tahun 1950. 



 20 

 Jika halnya dibandingkan dengan UUD 1945 yang menggantikan UUDS, 

maka dalam Pasal 23 UUD 1945 pembagian anggaran berdasarkan satuan 

organisasi ini sama sekali tidak tercermin, dan masalah pembagian anggaran ini 

diserahkan kepada peraturan perudnang-undangan yang lebih rendah.
11

 

 Mengenai pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan keuangan negara 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 112 ayat (1) UUDS dilakukan oleh Dewan 

Pengawas Keuangan, sedang hasil pengawasan dan pemriksaan diberitahukan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Bunyi kalimat pasal 112 ayat (1) UUDS  

sebagai berikut: 

(1) Pengawasan atau pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara 

dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan 

(2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 

Peewakilan Rakyat. 

 

1. Indische Comtabiliteitswet (Stbl. 1925 No. 448) sebagai Peraturan 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Negara. 

Perubahan RR menjadi IS, telah membawa konsekuensi dimasukannya 

beberapa pasal ICW 1864 ke dalam IS. Hal ini menandakan RR dianggap kurang 

lengkap sehingga mengakibatkan beberapa ketentuan ICW 1864 tersebut 

dimasukkan dalam IS yang akan mempunyai fungsi sebagai konstitusi atau 

organisasi dan merupakan suatu Hoofdstuk tersendiri, yakni Vierde Hoofdstuk ” 

Van de begrooting en geldleenin”. Ditinjau dari sudut sistematik maupun korelasi 

perudang-undangan, perubahan yang dilakukan tersebut tidak mengakibatkan 

berubahnya sistematik maupun terputusnya hubungan antara materi yang diatur 

dalam IS dan ICW 1925. Demikian pula tidak terdapat uraian sistemik dan 

korelasi anatara Konstitusi RIS atau UUDS, dengan ICW 1925 tidak terdapat 

”gap” antara kedua jenis perundang-undangan ini. Adapun alasan mengapa antara 

kedua jenis perundang-undangan ini tidak terputus hubungannya,  sebab baik 

konstitusi RIS maupun UUDS dipersiapkan dengan melihat semua ketentuan 

perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, serta menempatkan esensi dari 

materi ICW 1925 sabagai peraturan pelaksanaan dari kedua jenis Undang-

Undang Dasar tersbut. 

                                                 
11

 Lihat Lampiran Undang-undang No.1 tahun 1980, tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara 

Tahun ANggaran 1980/1981, LN No. 14, tahun 1980. 
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Pada saat ini ICW masih tetap berlaku sebagai hukum positif berdasarkan 

Aturan peralihan Pasal II. Di dalam UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci 

masalah  keuangan negara. Sistematik maupun korelasi anatara ICW 1925 

dengan UUD 1945, terutama pasal yang menagtur keuangan negara telihat. Hal 

ini disebabkan beberapa pasal yang mengatur masalah keuangan negara, yaitu 

ditarik dari ICW 1864 melalui IS ke Konstitusi RIS dan UUDS, tidak diatur lebih 

lanjut dalam Pasal 23 UUD 1945, bab VIII mengenai ”Hal Keuangan”. Dengan 

demikian, baik dilihat dari segi sistematik perudang-undangan, maupun dari segi 

korelasi anatara UUD 1945 sebagai Grundnorm dengan ICW 1925 sebagai 

concrete norm terlihat tidak congruen. 

 

C. Pengaruh Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 Terhadap Tertib 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD 

a. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan Yang Sehat di Lingkungan 

Pemerintahan  

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, 

dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka 

pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. 

Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, 

pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian 

sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur 

(idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.  

Upaya untuk menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih 

banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, 

tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor 

pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara 

adalah suatu lembaga politik.  

Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum 

publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha 

memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (welfare state). Namun, 

pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan 

menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah 

yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi 

dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh 
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karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah 

dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) 

yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan. 

Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip 

yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta 

barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang 

memadai.  

Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-undang 

Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk 

mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara 

dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang 

mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, 

diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam 

rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk 

mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah 

dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula ketentuan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan 

menggunakan barang milik negara/daerah. 

 

b. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran yang 

Transparan dan Akuntabel 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu 

disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi 

pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur 

mengenai hal-hal tersebut agar: Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui 

proses akuntansi;  

Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan;  
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Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas 

pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan 

kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah;  

Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang 

mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance 

Statistics/GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan 

kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country 

studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.  

Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan 

dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi 

pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima 

secara internasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di 

dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. 

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat 

memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem 

Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat 

(SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. Dan laporan 

keuangan pemerintah tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran yang 

sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan 

pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD.  

 

c. Tercipta Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Berdasarkan 

Prinsip-Prinsip Good Governance 

Prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara/daerah 

adalah:
12

 

1. Partisipasi; mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak 

dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan 

keputusan, yang menyangkut kepentinganmasyarakat, baik secara 
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langsung maupun tidak langsung. Partisipasi bermaksud untuk 

menjamin agar setiap kebijakan yang diambilmencerminkan aspirasi 

masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, 

Pemerintah Pusat/Daerah menyediakan saluran komunikasi agar 

masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini 

meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian 

pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan 

masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk 

menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan 

pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk 

menyelesaikan isu sektoral. 

2. Penegakan hukum; mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil 

bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan 

kewenangannya, Pemerintah Daerah harus mendukung tegaknya 

supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan 

perundangundangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu Pemerintah 

Daerah perlu mengupayakan adanya peraturan daerah yang bijaksana 

dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. 

Pemerintah Pusat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah 

(DPRD) maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang 

dapat menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

3.  Transparansi; menciptakan kepercayaan timbal-balik antara 

pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Pemerintah Pusat/Daerah perlu proaktif memberikan 

informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya 

kepada masyarakat. Pemerintah Pusat/Daerah perlu mendayagunakan 

berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, 

pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah 

perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan 
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informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang 

dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat 

rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu 

mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi 

tidak sampai kepada masyarakat. 

4. Kesetaraan; memberi peluang yang sama bagi setiap anggota 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan dari 

prinsip ini adalah untuk menjamin agar kepentingan pihak-pihak yang 

kurang beruntung, seperti mereka yang miskin dan lemah, tetap 

terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian khusus 

perlu diberikan kepada kaum minoritas agar mereka tidak tersingkir. 

Selanjutnya kebijakan khusus akan disusun untuk menjamin adanya 

kesetaraan terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga 

eksekutif dan legislatif. 

5. Daya tanggap; meningkatkan kepekaan para penyelenggara 

pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah 

Daerah perlu membangun jalur komunikasi untuk menampung 

aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan. Hal ini dapat 

berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline, prosedur 

komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, Pemerintah Daerah 

akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara 

periodik mengumpulkan pendapat masyarakat. 

6. Wawasan ke depan; membangun daerah berdasarkan visi dan strategi 

yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses 

pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut 

bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Tujuan penyusunan 

visi dan strategi adalah untuk memberikan arah pembangunan secara 

umun sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumberdaya 

secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima secara 

luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan 

didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok 

masyarakat yang peduli, serta kalangan dunia usaha. Pemerintah 

Daerah perlu proaktif mempromosikan pembentukan forum 
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konsultasi masyarakat, serta membuat berbagai produk yang dapat 

digunakan oleh masyarakat. 

7. Akuntabilitas; meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan 

dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 

Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami 

bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada 

masyarakat. Untuk mengukur kinerja mereka secara obyektif perlu 

adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan 

hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus 

diberi sanksi. 

8. Pengawasan; meningkatkan upaya pengawasan terhadap 

penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan dengan 

mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan 

yang dilakukan oleh lembaga berwenang perlu memberi peluang bagi 

masyarakat dan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kerja, sesuai 

bidangnya. Walaupun demikian tetap diperlukan adanya auditor 

independen dari luar dan hasil audit perlu dipublikasikan kepada 

masyarakat. 

9. Efisiensi dan efektifitas; menjamin terselenggaranya pelayanan 

kepada masyarakat dengan mengunakan sumber daya yang tersedia 

secara optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus 

mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme 

penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. 

Lembagalembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan umum 

harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayananya. Untuk 

menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern 

untuk administrasi kecamatan dan perlu ada desentralisasi 

kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat keluruhan/desa. 

10. Profesionalisme; meningkatkan kemampuan dan moral 

penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang 

mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya adalah 

menciptakan birokrasi profesional yang dapat efektif memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Ini perlu didukung dengan mekanisme 
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penerimaan staf yang efektif, sistem pengembangan karir dan 

pengembangan staf yang efektif, penilaian, promosi, dan penggajian 

staf yang wajar. 

d. Pemeriksaan Keuangan Negara dan Daerah untuk Tertib Pengelolaan 

Keuangan Keuangan Negara dan Daerah 

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, 

menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang tersebut, perlu dikelola dan 

dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. Untuk mengetahui dan menilai, apakah pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara telah dilaksanakan secara memadai, perlu 

dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa ekstern yang independen. 

Pengertian Pengawasan dan Pemeriksaan 

a. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian dengan tujuan 

agar suatu organisasi melaksanakan fungsinya dengan baik dan 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Pemeriksaan adalah suatu kegiatan dari penilaian organisasi dengan 

cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan 

yang seharusnya. 

Jenis pengawasan dapat digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan : 

a. Organisasi : 

1) Pengawasan Intern,yaitu pengawasaan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan di dalam organisasi;  

2) Pengawasan Ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan. 

oleh aparat pengawasan yang berada di luar organisasi 

b. Waktu : 

1) Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan  setelah 

kegiatan dilakukan 

2) Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang  dilakukan sebelum 

kegiatan dilakukan 

c. Manajemen 

1) Pengawasan Melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan  oleh atasan 

langsung. Disamping itu juga pengawasan  yang dilekatkan pada 

sistem 
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2) Pengawasan Fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pemerintah/negara 

 

Di Indonesia, pengawasan keuangan negara diatur dalam Pasal 23E ayat (1) 

dan (3) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri dan hasil 

pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai 

dengan undang-undang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan 

pemeriksa eksternal keuangan negara. Disamping itu terdapat pula pemeriksa 

internal keuangan negara, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan pada Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND)/Lembaga, Satuan Pengawasan Intern 

BUMN/BUMD dan Badan Pengawasan Daerah. 

Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara yang dilakukan oleh berbagai 

aparat pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menilai apakah 

keuangan negara telah dikelola dan dipertanggungjawabkan secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Pengaturan pengawasan dan pemeriksaan diatur sebagai berikut : 

a) Pengawasan Keuangan Terhadap Pemerintah Pusat 

Dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 30 dinyatakan bahwa : 

1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-

jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi 

APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, 

yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan 

lainnya. 

Selanjutnya dalam ketentuan peralihan dinyatakan batas waktu 

penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah, 

demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah 
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pusat/pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan berlaku mulai 

APBN/APBD Tahun 2006. 

b) Pengawasan Keuangan Terhadap Pemerintah Daerah dan BUMD 

Dalam UU Nomor  33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan pemeriksaan atas pelaksanaan, 

pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya dalam Pasal 36 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dinyatakan sebagai berikut: 

1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD kepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

2. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi 

APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atau Laporan Keuangan, yang 

dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. 

Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-

lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah 

Pusat. 

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap APBD dan BUMD dilakukan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

c) Pengawasan Keuangan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan pada setiap 

BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang bertanggung jawab kepada 

Direktur Utama. 

Selanjutnya dinyatakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan 

oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh 

Menteri untuk Perum. 

Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap 

BUMN. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara terhadap 

keseluruhaan keuangan negara diatur dalam beberapa peraturan perundangan-

undangan. 
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D.   Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan APBN/APBD yang Terintegrasi 

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara serta 

penatausahaan keuangan negara (perbendaharaan negara), pemerintah merupakan 

wadah formal kenegaraan yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan 

kebijaksanaan (policy making) dan melaksanakan kebijaksanaan (policy 

executing).
13

 Dalam menjalankan wewenang tersebut, pemerintah dapat 

membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya atributif maupun 

delegatif yang menjadi landasan yuridis dalam pengambilan kebijakan dan 

penatausahaan perbendaharaan negara. Dalam mewujudkan kebijakan yang 

diambil, pemerintah hanya membutuhkan persetujuan DPR saat mengajukan 

APBN atau DPRD saat mengajukan APBD.  

Di Indonesia, dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara yang 

dilandasi dengan undang-undang, “presiden harus mendapatkan persetujuan 

(dalam arti menerima atau menolak) dari Dewan Perwakilan Rakyat.”
14

 Demikian 

juga, dalam menentukan anggaran negara, persetujuan DPR sangat besar 

maknanya agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal demikian 

disebabkan adanya prinsip bahwa uang negara itu adalah uang rakyat yang 

membawa konsekuensi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. 

Oleh sebab itulah, penentuan anggaran dilakukan berdasarkan undang-undang 

dengan maksud agar legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.  

Berdasarkan fenomena tersebut, kemudian pemerintah merencanakan 

anggaran negara dengan memperhatikan kepentingan publik di dalamnya. Dalam 

perencanaan anggaran, lazimnya pemerintah memberikan tugas kepada 

Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran, untuk 

mengambil langkah-langkah perencanaan anggaran berdasarkan masukan dari 

instansi pemerintah. Adapun untuk penyusunan ini memang menjadi bagian tugas 

dari Departemen Keuangan yang berkewajiban membuat perkiraan APBN 

sebagai landasan rencana kerja.  

Dalam proses perencanaan anggaran negara tersebut, cakupannya meliputi 

semua penerimaan negara yang diperoleh dari sumber-sumber perpajakan dan 

                                                 
 
13

Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, cet. 1 (Bandung: Murni 

Baru, 1980), hal. 52.  

 
14

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, cet. 

4, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 93.  
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bukan pajak selama tahun anggaran yang akan dijalankan. Selain itu, semua 

pengeluaran negara yang membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

selama tahun anggaran yang bersangkutan dan semua penerimaan serta 

pengeluaran negara sebagai akibat penarikan dan atau pemberian pinjaman oleh 

pemerintah.  

Dalam menatausahakan perbendaharaan negara sebagai bagian dari 

pelaksanaan anggaran negara, pemerintah mendasarkan pada asumsi dasar yang 

ada pada saat anggaran negara tersebut dibentuk. Dengan kata lain, 

penatausahaan perbendaharaan negara disandarkan pada penyusunan APBN yang 

hakikatnya harus memberikan prioritas tinggi secara sama pentingnya pada 

stimulan bagi perekonomian. Penatausahaan perbendaharaan negara selalu 

dilakukan Menteri Keuangan selaku pemegang kuasa presiden dalam rangka 

pengelolaan fiskal, yang kemudian meminta  semua lembaga pemerintah dan 

sekretariat jenderal lembaga negara untuk menyampaikan rencana kerja dan 

pembiayaannya. Berdasarkan hal itu disusun pendapatan dan belanja yang 

menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran bagi pemerintah agar 

dapat ditatausahakan. Secara konseptual, penatausahaan perbendaharaan negara 

yang harus sejalan dengan fungsi anggaran negara, harus didorong untuk 

meningkatkan penerimaan dalam negeri, khususnya sektor perpajakan, 

mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri yang penekanannya 

diarahkan pada kesinambungan kebijakan fiskal (fiscal suistainable), namun tetap 

dirancang untuk dapat menciptakan stabilisasi ekonomi makro dan memberikan 

stimulus terbatas terhadap kegiatan perekonomian.”  

Perbendaharaan negara menganut asas universaliteit dengan maksud tidak 

diperbolehkannya percampuran antara pengeluaran dan penerimaan. Esensinya 

dalam perbendaharaan negara, setiap pengeluaran harus dibebankan sepenuhnya 

kepada mata anggaran yang berkaitan dengannya, dan tidak dibebankan pada 

mata anggaran lainnya. Dengan adanya asas ini pada dasarnya menjamin 

teraturnya administrasi keuangan negara, sehingga setiap pencatatan penerimaan 

dan pengeluaran negara dapat diatur sedemikian rupa.  
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Sejak ditetapkannya paket undang-undang keuangan negara,
15

 pengelolaan 

APBN yang merujuk pada konsep ICW 1925 ditinggalkan dengan beberapa 

penyesuaian. Misalnya, komponen APBN yang meliputi: 

(1) anggaran pendapatan adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih, yang terdiri atas penerimaan pajak, 

penerimaan negara bukan pajak, dan hibah; 

(2) anggaran belanja adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih, yang terdiri atas keperluan 

penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dirinci menurut organisasi, 

fungsi, dan jenis belanja; 

(3) pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.  

Hal ini berbeda dengan model APBN pada 1967 yang memperkenalkan 

pendapatan rutin dan pendapatan pembangunan, serta belanja rutin dan belanja 

pembangunan. Pada APBN 1968 diperkenalkan bentuk penerimaan yang meliputi 

penerimaan pajak dan pajak tidak langsung, penerimaan non-tax yang merupakan 

administrative revenue, dan penerimaan pembangunan yang berasal dari kredit 

luar negeri dan bantuan luar negeri yang menghasilkan nilai lawan rupiah bagi 

negara.
16

 Dalam konsep ini hakikatnya APBN 1968 memberikan identifikasi 

mengenai maksud penerimaan negara dari sektor perpajakan dan non-perpajakan 

yang intinya berasal dari luar penerimaan pajak. 

Pengelolaan APBN Indonesia sejak 1967 sampai sekarang sangat dipengaruhi 

oleh determinasi kebijakan anggaran negara yang menekankan pada politik 

ekonomi
17

 yang dijalankan pada saat itu oleh pemerintah. Dalam hal penerimaan 

                                                 
 
15

 Paket UU Keuangan Negara meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU 

Nomor 15 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2006.    

 
16

 Lihat Nota Keuangan APBN 1968.   

 
17

 Politik ekonomi adalah “semua usaha-usaha, perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan dengan 

maksud mengatur, mempengaruhi atau langsung menetapkan jalannya kejadian-kejadian ekonomi di 

dalam suatu daerah atau wilayah. “ Giersch, op.cit., hal. 1. Lihat juga Dian Puji N. Simatupang, 

Determinasi Kebijakan Anggaran Indonesia: Studi Yuridis (Jakarta: PT Papas Sinar Sinanti, 2005), 

Bab III yang mengulas politik anggaran negara Indonesia dalam enam dekade penyelenggaraan 

pemerintahan negara.    
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negara, misalnya pada Nota Keuangan dan RAPBN 1970/1971 diarahkan untuk 

meningkatkan pendapatan nasional dengan berbagai kebijakan, antara lain, 

penyederhanaan tarif pajak.
18

 Determinasi ini hakikatnya menekankan pada titik 

utama yang mempengaruhi APBN secara berkelanjutan, misalnya determinasi 

APBN 1967-1997 adalah pertumbuhan ekonomi, yang didukung dengan stabilitas 

politik dan pemerataan.
19

 Akan tetapi, perkembangan sejarah mencatat, 

determinasi APBN masa Orde Baru cenderung memperluas pertumbuhan 

ekonomi yang ditopan dengan stabilitas politik, sehingga cenderung mendorong 

terjadinya pemerataan pembangunan. Sepanjang sejarah anggaran negara yang 

dilakukan pada 1967-1997, pertumbuhan ekonomi menjadi fondasi kebijakan 

APBN dan menjadi dasar penetapan asumsi dalam APBN.
20

  

Dalam hal pengelolaan APBN oleh pemerintah, hal itu terjadi sebagai bentuk 

pengelolaan tunggal (single management) yang merupakan pola pengelolaan 

keuangan negara dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolan 

keuangan negaranya. Namun, Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 

memberikan kuasa kepada menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan 

menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola anggaran negara. Dengan demikian, 

pengelola tunggal keuangan negara tetap berada di tangan presiden, tetapi dalam 

pengelolaan APBN secara derivatif telah dikuasakan kepada menteri keuangan.
21

  

                                                 
 
18

Lihat “Nota Keuangan dan RAPBN 1970/1971”.  

 
19

Ketiga komponen tersebut, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi; (2) stabilitas politik, dan (3) pemerataan 

pembangunan menjadi idiom politik ekonomi Masa Orde Baru yang disebut Trilogi Pembangunan. 

Sepanjang penyampaian nota keuangan dan RAPBN 1970-1997, trilogi selalu disebutkan sebagai 

pengantar dalam kebijakan keuangan pada nota keuangan.   

 
20

Richard A. Musgrave dalam The Theory of Public Finance (Tokyo: McGraw Hill Kogakusha Ltd., 

1959), p. 5-6, menyatakan ada tiga objektivitas kebijakan anggaran yang menekankan pada (1)  

keberlanjutan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber daya yang dimiliki; (2) keberlanjutan 

penerimaan yang berasal dari pendapatan dan pajak; (3) keberlanjutan stabilisasi ekonomi. Pemerintah 

masa Orde Baru menekakan pada trilogi pembangunan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi 

sebagai dasar kebijakan APBN, sehingga fungsi ini mempengaruhi APBN sebagai stimulus bagi 

pembangunan ekonomi secara keseluruhan.  Diuraikan juga proses politik dalam pengambilan 

kebijakan APBN sangat menentukan untuk semua isu dalam penetapan anggaran pendapatan dan 

anggaran belanja. Sebagai contoh konkret, penetapan anggaran belanja pendidikan  yang dipenuhi 20 

persen dalam nota keuangan dan RAPBN 2009 menjadi keputusan politik pemerintah setelah sebanyak 

empat kali digugat warga masyarakat di Mahkamah Konstitusi.  

 
21

Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia: Suatu Tinjauan 

Yuridis (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 149, yang pada saat itu Arifin P. Soeria Atmadja menyatakan 

apabila melihat peraturan perundang-undangan yang ada, menteri keuangan tidaklah memiliki 

kedudukan secara derivatif  selaku pemegang tunggal pengelolaan keuangan negara.  
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Secara teknis, menteri keuangan yang diberikan wewenang atributif menurut 

UU Nomor 17 Tahun 2003 untuk melaksanakan tugas berkaitan dengan 

penyusunan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban APBN. Penyusunan RAPBN 

disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan 

dalam menghimpun pendapatan negara. Secara teori, yang dimaksud 

penyelenggaraan pemerintahan negara dibatasi pada aktivitas pertahanan, 

pelaksanaan peradilan, dan beberapa jenis pekerjaan umum tertentu yang 

dilaksanakan pemerintah. Di sisi lain, ada yang mengemukakan penyelenggaraan 

pemerintahan negara ditujukan pada dua hal saja, yaitu fungsi sebagaimana tiga 

sektor tadi yang disebut sebagai the necessary function of government dan fungsi 

fakultatif yang dilakukan dalam kondisi tertentu, tetap harus terbatas atau 

optional function  of govenment.
22

 Dalam perspektif yuridis-konstitusional, 

penyelenggaraan pemerintahan negara hakikatnya berkaitan dengan tujuan 

bernegara dalam UUD 1945 di mana Penjelasan Umum UU Nomor 17 Tahun 

2003 juga menekankan pada aspek fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. 

Oleh sebab itulah, APBN disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah
23

 untuk 

tercapainya tujuan bernegara.
24

   

Dalam proses awal penyusunan dan pengelolaan APBN, pemerintah 

menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro 

tahun anggaran berikutnya di hadapan DPR pada pertengahan Mei tahun berjalan, 

yang dibahas sebagai bentuk pembicaraan pendahuluan. Hasil pembicaraan 

pemerintah dan DPR inilah yang kemudian menjadi acuan bagi kementerian 

negara/lembaga negara untuk menyusun anggaran dalam bentuk rencana kerja 

dan anggarannya yang disandarkan pada prestasi kerja.
25

  Adanya prestasi kerja
26

 

                                                 
 
22

Hal ini dikemukakan John Stuart Mill, lihat dalam Edi Soepangat dan Haposan Lumban Gaol, 

Pengantar Ilmu Keuangan Negara (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 35  

 
23

Rencana kerja pemerintah (RKP) atau disebut sebagai rencana pembangunan tahunan nasional adalah 

“dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.” Lihat Indonesia, Undang-undang 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004, LN No. 74 Tahun 2004, 

TLN No. 4406, ps. 1 angka 8.   

 
24

Tujuan bernegara adalah tujuan imperatif (perintah; kewajiban) atau kewajiban yang harus 

dilaksanakan pemerintah dalam penganggaran (budget obligatory government) yang melahirkan 

obligatory expenditure atau pengeluaran wajib agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana 

dengan baik.    
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dalam menetapkan anggaran prinsipnya merujuk pada asas akuntabilitas 

berorientasi hasil (result oriented accountability) atau akuntabilitas kinerja 

(performance accountability) dalam APBN.  

Dengan rencana kerja dan anggaran disertai perkiraan belanja untuk tahun 

berikutnya disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan 

pendahuluan RAPBN dan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan 

RAPBN tahun berikutnya. Dalam melihat konteksnya dengan anggaran berbasis 

kinerja dan proses penyusunan tersebut, Sjahruddin Rasul menyatakan: 

“Sayangnya, konsep pengelolaan keuangan negara yang baik ini hanya 

nampak dalam semangat penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 saja, namun 

tidak demikian  

dengan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaannya...”
27

 

 

Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 17 Tahun 2003 memang dinyatakan 

diterapkannya anggaran berbasis prestasi kerja yang memerlukan kriteria 

pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam 

penyusunan rencana kerja. Rencana kerja inilah yang hakikatnya merupakan 

bahan bagi penyusunan APBN yang berupa rencan penerimaan, pengeluaran, dan 

hibah.  

Tahap selanjutnya dalam penyusunan, pengelolaan, dan pertaggungjawaban 

APBN adalah penyampaikan RAPBN dan nota keuangan, dan dokumen 

pendukungnya kepada DPR oleh pemerintah. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 

menyatakan, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 

negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Penyampaian 

ini sejak perubahan tahun anggaran dari tahun takwim (1 April-31 Maret) ke 

tahun kalender (1 Januari-31 Desember) disampaikan presiden bersamaan dengan 

                                                                                                                                            
25

Rencana kerja kementerian negara/lembaga negara disebut juga sebagai Rencana Pembangunan 

Tahunan Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL), yaitu “dokumen perencanaan 

kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.” Lihat Indonesia (9), op.cit., ps. 1 angka 10.    

 
26

Lihat Sjahruddin Rasul, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam 

Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara (Jakarta: Percetakan Negara, 2003), hal. 2.  

Dikemukakan pula “Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu 

mengelola aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program pemerintah.”  

 
27

Ibid., hal. 3.   
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pidato kenegaraan menyambut hari ulangtahun Kemerdekaan pada pertengahan 

Agustus.  Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 tidak dijelaskan daya 

mengikat pertimbangan Dewan Pertimbangan Daerah dalam penyampaian 

APBN. Lazimnya, pertimbangan DPD hanya disampaikan menyangkut anggaran 

bagi dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang 

menyangkut dana perimbangan, yang meliputi berupa  dana  bagi  hasil, 
28

dana 

alokasi umum,
29

 dan dana alokasi khusus.
30

 Ketiadaan daya mengikat inilah yang 

menyebabkan kedudukan DPD dalam penyusunan APBN menjadi dipertanyakan 

jika ada keberatan mengenai subtansi APBN. Dalam hal ini dimungkinkan suatu 

bentuk penyampaian keberatan DPD terhadap RAPBN yang dibahas pemerintah 

dan DPR dalam bentuk minderheidsnota.
31

  

Persetujuan DPR terhadap RAPBN menurut Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 17 

Tahun 2003 dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun 

anggaran berakhir. Persetujuan DPR ini dilakukan sampai pada unit organisasi, 

fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal ini merupakan perubahan yang 

sangat fundamental karena sebelumnya sampai dengan 1968 penentuan anggaran 

dilakukan oleh pemerintah, kemudian berdasarkan Pasal 2 setiap UU APBN sejak 

1968 sampai dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2003, kewenangan 

tersebut dibagi, yaitu menentukan sektor dan subsektor merupakan kewenangan 

                                                 
 
28

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dana bagi hasil  berasal dari pajak dan sumber daya alam yang ada di daerah. Lihat 

Indonesia (10), Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, LN No. 126 Tahun 2004, TLN No. 4438, ps. 1 angka 20 jo. ps. 11 ayat (1).  

 
29

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ibid., ps. 1 angka 21.  

 
30

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ibid., ps. 1 angka 23.   

 
31

Minderheidsnota dapat berupaa catatan mengenai pendirian DPD terhadap APBN yang dibahas DPR 

dan pemerintah yang apabila memiliki daya mengikat harus juga menjadi dasar pengambilan keputusan 

DPR dalam menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan tertentu dalam APBN. Menurut Arifin P. 

Soeria Atmadja, adanya minderheidsnota yang dahulu dijalankan DPR merupakan “sesuatu yang 

bersifat teknis-operasional, namun adanya itu merupakan umpan balik dari parlemen sebagai partner 

utama dalam menyelesaikan tugas nasional.” Namun, keberadaanya tidak mengikat secara hukum, 

sehingga membutuhkan aspek daya ikatnya. Lihat Atmadja (1), op.cit., hal. 68.  



 37 

DPR, dan kewenangan menentukan perincian program, proyek, sampai dengan 

kegiatan adalah kewenangan pemerintah.
32

  

Dalam kaitannya dengan persetujuan DPR sampai pada jenis belanja menurut 

Pasal 15 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 menimbulkan masalah berkaitan 

dengan kemungkinan terjadinya kompromi yang didasarkan pada hubungan 

tertentu yang mengarah pada kolusi, korupsi, dan nepotisme.
33

 Perkembangan 

sekarang ini dalam penyusunan APBN sebagai implikasi persetujuan DPR 

sampai pada jenis belanja adalah terjadinya apa yang disebut Guy Benveniste 

sebagai discretionary corruption atau suatu kondisi seolah-olah persetujuan 

anggaran dilakukan secara legal dan sah, tetapi hakikatnya ada janji-janji tertentu 

yang diharapkan dalam pemberian persetujuan dan mercenery corruption atau 

tindakan mengambil keuntungan atas adanya informasi pengadaan barang dan 

jasa pemerintah yang ditetapkan APBN untuk memperoleh keuntungan pribadi.
34

  

Sementara itu, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang disampaikan 

pemerintah, Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Apabila Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran 

pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.” Ketentuan ini kemudian diatur 

lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan 

maksud anggaran tahun lalu adalah pemerintah pusat dapat melakukan 

pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. 

Dalam hal pengelolaan APBN ini, dirumuskan pula perbendaharaan negara 

sebagai “pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk 

investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan 

APBD.”
35

  Apabila mendasarkan pada materi muatan dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pengertian 
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Lihat dalam Atmadja, op.cit., hal. 114.   

 
33

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, keadaan ini lebih disebabkan oleh kekurangan akan pengetahuan, 

pengalaman, serta tidak adanya dukungan informasi untuk menyaring anggaran yang akan diajukan 

departemen. Lihat Atmadja (1), op.cit., hal. 66.   

 
34

Guy Benveniste, Birokrasi [Bureauracy], diterjemahkan oleh Sahat Smamora, (Jakarta: Rajawali 

Press, 1997), hal. 166.   

 
35

Indonesia, Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 

Tahun 2004, TLN No. 4355, ps. 1 angka 1.   
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perbendaharaan negara pengelolaan keuangan negara apalagi dikaitkan dengan 

kekayaan yang dipisahkan menjadi sangat tidak tepat karena rumusan 

perbendaharaan negara adalah berkaitan dengan APBN itu sendiri, sehingga 

secara yuridis menimbulkan pertanyaan mengenai adanya pengaturan secara 

pokok mengenai pengelolaan APBD yang hakikatnya memiliki ruang lingku 

tersendiri, apakah termasuk perbendaharaan negara atau perbendaharaan 

daerah?
36

  

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan UU APBN 

merupakan dasar penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga tidak 

dimungkinkan lagi ditetapkannya penerimaan dan pengeluaran negara tanpa 

melalui UU APBN (non-budget). Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga 

dirumuskan dalam UU APBN, yang kemudian sebagian dari jumlah tersebut 

dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang melakukan pemungutan. 

Dengan demikian, pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam melakukan 

pelayanan publik dilarang melakukan pemungutan biaya apapun tanpa 

disandarkan pada APBN. Dalam Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 

diatur juga kalau, “penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah 

pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.” Adanya 

ketentuan ini pernah diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 

14A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang menyatakan,  

 

“penerimaan Departemen/Lembaga baik dalam maupun luar negeri adalah 

penerimaan anggaran dan oleh karena itu tidak dapat dipergunakan 

langsung untuk pengeluaran, akan tetapi disetor sepenuhnya dan pada 

waktunya...” 

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, adanya rumusan Pasal 4 ayat (5) Keppres 

Nomor 14A Tahun 1980 yang telah dicabut dengan adanya Pasal 16 ayat (2) UU 

Nomor 1 Tahun 2004 menunjukkan adanya penerapan asas universalitas atau 

“asas pembukuan bruto, yang tidak membolehkan dicampurkannya pengeluaran 

                                                 
 
36

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 memang memberikan ruang lingkup pengelolaan  APBD sebagai 

bagian dari perbendaharaan negara, tetapi pertanyaan yuridisnya adalah apakah APBD dan keuangan 

daerah adalah keuangan negara secara normatif memiliki ruang lingkup tersendiri menurut peraturan 

pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah? 
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dengan penerimaan.
37

 Adanya asas ini jika UU Nomor 1 Tahun 2004 juga 

berlaku untuk BUMN, baik persero maupun perum,akan sangat menganggu 

jalannya tujuan dan jalannya misi perusahaan tersebut. Adanya larangan 

penggunaan penerimaan langsung inilah yang menimbulkan masalah hukum 

akhir-akhir ini berkaitan dengan status hukum keuangan negara yang luas.  

Di sisi lain, pemerintah juga tidak dapat melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas beban APBN jika pengeluaran untuk itu tidak tersedia atau tidak 

cukup tersedia. Namun, Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 memberikan 

keleluasaan kepada pemerintah untuk melakukan tanggap darurat dalam APBN 

yang kemudian diusulkan dalam APBN tambahan dan perubahan dan/atau 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
38

  Khusus untuk APBD, 

pengeluaran kas daerah dapat dilakukan juga tanpa menunggu APBD tambahan 

dan perubahan jika menyangkut belanja yang bersifat mengikat
39

 dan belanja 

wajib.
40

   

Pengelolaan APBN melibatkan berbagai pihak yang secara terperinci 

dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, yaitu 

menteri keuangan sebagai chief financial officer (CFO) atau juga bendahara 

umum negara yang tidak hanya sebagai kasir, tetapi juga pengawas keuangan 

pada aspek rechmatigheid dan aspek wetmatigheid, dan manajer keuangan,  dan 

menteri/pimpinan lembaga sebagai chief operational officer (COO) juga 

merupakan pengguna anggaran dan barang yang mendampingi presiden sebagai 

chief executive officer (CEO) Pemerintah Republik Indonesia. Dalam UU Nomor 
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Atmadja,  op.cit., hal. 72. Asas ini juga diterapkan dalam Pasal 28 ICW.  

 
38

Lihat UU Nomor 17 Tahun 2003, ps. 27 ayat (4), menyatakan, “Dalam keadaan darurat Pemerintah 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 

rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.”  

 
39

Lihat Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 58 Tahun 

2005, LN No. 140 Tahun 2005, TLN No. 4578, ps. 61 ayat (3) jo. Penjelasan ps. 61 ayat (3) jis ps. 46 

ayat (2)   Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 

harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan 

dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.   

 
40

Belanja wajib adalah “belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan 

dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada 

pihak ketiga.   
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1 Tahun 2004. Dalam pelaksanan APBN terdapat dua pengelolaan yang 

dilakukan, yaitu:
41

 

(1) Pengelolaan administratif (administrative beheer) yang meliputi  

(a) kewenangan otorisasi (beschikking bevoegdheid), yaitu kekuasaan 

yang bersumber pada kewenangan untuk mengesahkan atau menguasai 

anggaran yang menimbulkan kewenangan pembebanan (uang) negara;    

(b) dan kewenangan ordonansi (ordonnacerings bevoegheid), yaitu 

kekuasaan untuk menetapkan kuasa bayar atau menguji kebenaran 

pembayaran. 

(2) Pengelolaan kebendaharaan (comptabel beheer), yaitu pelaksanaan 

pembayaran yang dilakukan berdasarkan surat perintah pembayaran yang 

dikeluarkan oleh ordinator. 

 

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 terdapat istilah pengguna anggaran dan 

pengguna barang, dan dikenal lima bendahara, yaitu bendahara, bendahara umum 

negara, bendahara umum daerah, bendahara penerimaan, dan bendahara 

pengeluaran, juga disebut pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Berbagai 

jabatan tersebut secara asas berlaku prinsip imcompatibel, yang artinya dimuat 

dalam Pasal 78 ICW, yaitu: 

 

“Barang siapa diberi kewenangan atau dikuasakan untuk membuat utang, 

untuk mempertimbangkan dan untuk memeriksa tagihan-tagihan atas beban 

negara, demikian juga memerintahkan pembayarannya, tidak boleh 

merangkap sebagai bendaharawan.”
42

  

 

Adanya spesalisasi pemisahan jabatan dan prinsip imcompatibel ini tujuannya 

termuat dalam Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan 

“pentingnya meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling 

uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran.” Dalam hal ini 

ditetapkan pembedaan yang tegas mengenai kementerian/lembaga sebagai 

penyelenggara kewenangan administratif dan Departemen Keuangan sebagai 
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Atmadja, op.cit., ps. 70.   

 
42

Ibid., hal. 78.   



 41 

penyelenggara kewenangan kebendaharaan.  Pembedaan inilah yang hakikatnya 

ditujukan sebagai wujud pengelolaan dan pelaksanaan APBN yang mampu 

mewujudkan tata kelola APBN yang baik (good fiscal governance) di Indonesia, 

meskipun dihadapkan pada kendala pada perubahan sistem dan kesiapan pejabat 

administrasi negara dalam mewujudkan pelaksanaan APBN tersebut. Di sisi lain, 

mengupayakan suatu sistem APBN yang mampu mewujudkan tujuan bernegara 

secara maksimal. 

 Pengelolaan anggaran pada dasarnya terikat dengan tahun anggaran yang 

dilakukan, yaitu sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Masa tersebut juga 

memperhitungkan tahun anggaran sebelumnya dengan maksud agar semua 

tindakan pemerintah, “yang belum mengakibatkan pembebanan anggaran 

sebelum tanggal 31 Desember, sebanyak mungkin masih dapat dimulai dalam 

daftar perhitungan anggaran (begrotingsrekening) yang bersangkutan.” Apabila 

melihat metode pengelolaan APBN, sebenarnya masih meneruskan metode 

pengelolaan yang ada dalam ICW. Hal demikian meskipun terdapat pengecualian 

beberapa perbaikan parsial yang dilakukan kemudian, kebijakan pengelolaan 

APBN secara keseluruhan masih didasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam 

ICW.  

 Dalam melaksanakan APBN, pemerintah memegang prinsip-prinsip yang 

tegas dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Negara. Prinsip tersebut adalah: 

a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang 

disyaratkan; 

b. efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, 

serta fungsi setiap departemen/lembaga pemerintah non-departemen; 

c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang 

bangun dan perekayasaan nasional dengan memperhatikan 

kemampuan/potensi nasional.  

Ketiga prinsip tersebut tampaknya tidak mempunyai pedoman yang jelas 

mengingat implementasinya kurang diawasi sebagaimana mestinya. Realitas 

demikian sepantasnya diawasi guna menghindari kemungkinan terjadinya suatu 

keadaan yang kurang menguntungkan posisi APBN.  
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E.   Kedudukan Bank Indonesia dalam Administrasi Keuangan Negara  

Bank sentral memiliki eksistensi penting mengingat kedudukannya sebagai 

institusi moneter. Sebagai institusi yang mempunyai hak untuk mengelola 

moneter itulah, bank sentral wajar jika diberikan kedudukan yang independen. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar kebijakannya tidak dipengaruhi oleh 

institusi lainnya. Dengan kata lain, bank sentral harus berfungsi sebagai penentu 

kebijakan moneter untuk menjaga dan mengontrol peredaran uang. Melalui 

parameter yang ditentukan bank sentral, ukuran suatu kondisi peredaran uang 

ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada kepentingan apapun yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan moneter yang diambil bank sentral.  

Di Indonesia, praktis bank sentral sejak pendiriannya pada 2 Juli 1951,
43

 

belum mencapai tingkat independensi yang memadai. Peranan pokoknya sebagai 

penjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, mengembangkan sistem 

perbankan, mengawasi kegiatan perbankan, dan penyaluran kredit masih 

ditambah dengan tugasnya untuk menyalurkan kredit (berbunga) murah ke sektor 

pertanian. Adanya tugas terakhir ini merupakan konsekuensi dari kedudukan 

bank sentral yang menjadi bagian dari pemerintah. Hal ini terbukti dari 

kedudukan pimpinan bank sentral (Gubernur Bank Indonesia) sebagai anggota 

dari Dewan Moneter, yang ketuanya adalah Menteri Keuangan. 

Realitas demikian pada dasarnya merupakan kebijakan Pemerintah untuk 

menempatkan bank sentral dalam posisi sebagai “kasir pemerintah yang bersifat 

subordinatif.”
44

 Hal inilah yang kemudian diresepsikan dalam Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Di dalam UU Nomor 13 Tahun 

1968 diberikan penegasan Bank Indonesia sebagai bank sentral menggantikan 

BNI Unit I. Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral tersebut menandai 

pula perubahan kebijakan perbankan nasional dengan membagi seluruh lembaga 

perbankan di Indonesia menjadi lima katagori, yaitu bank milik pemerintah, bank 
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Bank Sentral Indonesia merupakan nasionalisasi dari De Javasche Bank yang ditetapkan dalam 

Keputusan Pemerintah No. 118 tertanggal 2 Juli 1951. Hal ini dilanjutkan dengan penetapan Presiden 

Bank Sentral dari orang Indonesia yang pertama, yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara melalui 

Keputusan Presiden No. 123 tertanggal 12 Juli 1951. Adanya perkembangan tersebut menunjukkan, 

“keinginan kuat pemerintah untuk membangun bank sentral yang mandiri dan bebas dari pengaruh 

kolonial.”  

 
44

Istilahnya adalah monetary policy is too important to be left alone to central bank’s authority.    
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swasta nasional, bank swasta asing, bank patungan milik pemerintah daerah dan 

swasta, serta bank patungan milik swasta nasional dan asing.  

Sementara itu, secara fungsional, perbankan nasional dibagi atas bank sentral, 

bank umum, bank tabungan negara, bank pembangunan, dan bank sekunder 

seperti bank desa, bank pasar, dan bank bank koperasi.
45

 Kedudukan bank 

tersebut berbeda-beda dalam implementasi perbankannya. Bagi Bank Indonesia 

sebagai bank sentral, kedudukannya harus melepaskan fungsi komersialnya 

seperti pelayanan jasa perbankan.  

Dilepaskannya pelayanan jasa perbankan dari Bank Indonesia dimaksudkan 

agar bank sentral itu, “dapat berkonsentrasi pada upaya menjaga stabilitas 

moneter dan memperkuat cadangan devisa negara.”
46

 Akan tetapi, meskipun UU 

Nomor 13 tahun 1968 menegaskan fungsi bank sentral pada Bank Indonesia yang 

melepaskan jasa perbankan, tetapi masih diberikan tugas sebagai bankir atau 

kasir pemerintah. Tugas ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 13 

tahun 1968 yang menyatakan: 

(1) mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah; 

(2) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas 

kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.  

Adanya tugas kedua tersebut menunjukkan Bank Indonesia berperan aktif 

dalam sektor ekonomi makro, seperti meningkatkan industrialiasi yang 

merupakan proyek negara atau swasta. Adanya tugas ini dirasakan cukup 

membebani Bank Indonesia yang sudah memiliki tugas yang berat untuk menjaga 

stabilitas moneter. Adanya pendekatan ekonomi makro tersebut pada dasarnya 

mengurangi posisi dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas 

menjalankan posisi strategis menjaga kestabilan rupiah. 
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Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia (Jakarta: Pustaka Grafiiti, 2003), hal.55.  
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Krisis matauang atau krisis moneter pada prinsipnya menjadi tugas bank sentral untuk mengatasinya. 

Tugas ini sangat berat dilaksanakan Bank Indonesia jika ditambah pula dengan kegiatan perbankan dan 

program kredit yang ditetapkan Pemerintah. Oleh sebab itu, guna menjaga fokus perhatian dan kinerja 

Bank Indonesia, semua pihak menyadari perlunya disisihkan tugas Bank Indonesia untuk menjalankan 

fungsi pelayanan jasa perbankan. Lihat keterkaitan bank sentral dan krisis matauang dalam buku Adre 

Gunder Frank, Reflections on the World Economic Crisis (New York: Monthly Review Press, 1981), p. 

23.      
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Di lain pihak, Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 34, 36, dan 38 UU 

Nomor 13 tahun 1968 menegaskan fungsinya sebagai kasir pemerintah. 

Sementara itu, sebagai bankir, Bank Indonesia bertindak sebagai lender of last 

resort dalam keadaan genting atau mendesak. Sebagai bank sirkulasi, Bank 

Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 tahun 

1968 menjalankan fungsi untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam.  

Dalam tugas mengawasi dan membina bank serta urusan kredit bank juga 

menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 

(1) UU Nomor 13 tahun 1968. Dalam menjalankan tugas ini, Bank Indonesia 

meminta laporan keuangan bank serta melakukan pemeriksaan segenap kegiatan 

bank. Adanya pelaporan keuangan bank ini dimaksudkan untuk:
47

 

1. melindungi kestabilanm moneter. Kestabilan sistem perbankan sangat 

penting untuk memungkinkan pembina moneter (monetary authorities) 

mengontrol volume uang yang beredar; 

2. melindungi penyimpan uang/depositor. Untuk mendapatkan pelayanan 

jasa-jasa perbankan, biasanya seseorang harus menjadi nasabah dahulu 

yang tidak lain harus menyetor atau menyimpan uang lebih dahulu; 

3. melindungi para konsumen, yakni pengguna jasa perbankan. Berkaitan 

dengan perlindungan pada penyimpan dana/depositor, maka pengaturan 

pengawasan dan pembinaan bank juga dimaksudlan untuk melindungi 

semua masyarakat dan pengguna jasa bank atau konsumen. Lebih spesifik 

dalam hal ini adalah untuk melindungi konsumen dari praktik perkreditan 

yang kurang jujur, jaminan persamaan perlakuan, dan kesempatan untuk 

mendapat kredit dan sebagainya; 

4. menumbuhkan sistem keuangan yang efisien dan kompetitif.    

 

Namun, dalam menjalankan tugas mengawasi bank ini, Bank Indonesia dapat 

diperintahkan oleh Dewan Moneter. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 

tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan, Dalam hal diperlukan untuk 

menetapkan kebijaksanaan makro, Dewan Moneter dapat meminta Bank 

Indonesia untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank yang 
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Widjanarko, op.cit., hal. 224-225.  



 45 

diperlukan dan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank dan melaporkan 

hasil pemeriksanaan yang dilakukannya. 

Bahkan, tugas pengawasan dan pemeriksaan bank juga dapat dimintakan oleh 

Menteri Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 7 tahun 1992. 

Menurut Penjelasan Pasal 32 tersebut dinyatakan permintaan Menteri Keuangan 

tersebut dilakukan apabila terdapat petunjuk yang menurut pendapat Menteri 

Keuangan membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup bank dan 

kepentingan umum serta kelangsungan pembangunan nasional.  

Dalam konteks pengawasan perbankan inilah, sangat terlihat kedudukan Bank 

Indonesia sangat subordinatif terhadap Menteri Keuangan. Hal ini terlihat dari 

ketentuan penutupan izin usaha bank, berdasarkan Pasal 37 UU No. 7 tahun 

1992, Bank Indonesia harus memberitahukan kepada Menteri Keuangan jika ada 

bank yang mengalami kesulitan akan membahayakan kelangsungan usahanya. 

Dengan demikian, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan yang telah 

diberitahukan kepada Menteri Keuangan. Apabila tindakan tersebut dirasakan 

belum cukup, Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk 

mencabut izin usaha dan melikuidiasi bank tersebut. Diberikannya kewenanangan 

menutup bank oleh Menteri Keuangan disebabkan Pasal 16 ayat (2) UU No. 7 

tahun 1992 menegaskan Menteri Keuangan merupakan pihak yang memberikan 

izin usaha setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 

Keberadaan Menteri Keuangan dalam penanganan perbankan pada prinsipnya 

mengurangi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang seharusnya 

otonom dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Posisi Bank Indonesia yang 

berada di bawah koordinasi Menteri Keuangan menyulitkan posisi Bank 

Indonesia untuk mengambil kebijakan moneter dan perbankan secara bebas. 

Dengan tugas dan fungsi yang strategis selayaknya Bank Indonesia sebagai 

lembaga serta Gubernur Bank Indonesia sebagai pejabat negara, memiliki otoritas 

yang tinggi, minimal sejajar dengan Menteri Keuangan.  

Konsekuensi yuridis kedudukan Bank Indonesia yang berada dalam koordinasi 

pemerintah adalah segala kebijakan yang diambil merupakan bagian dari rencana 

dan kebijakan Pemerintah. Akibatnya, “fungsi sebagai bankir pemerintah lebih 
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terlihat menonjol dibandingkan sebagai penjaga stabilitas moneter.”
48

 Berbagai 

kebijakan moneter yang diambil oleh Pemerintah yang mempengaruhi 

independensi Bank Indonesia adalah saat Pemerintah pada 15 November 1978 

mengambil kebijakan moneter yang penting, yaitu melakukan devaluasi 

matauang rupiah terhadap dollar dan menerapkan sistem nilai tukar mengambang 

terkendali dalam penetapan kurs rupiah. Kebijakan ini diambil Menteri Keuangan 

dengan tanpa memperhatikan terlebih dahulu pandangan Bank Indonesia. 

Selain itu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Kebijakan 27 

Oktober 1988 yang memudahkan pendirian bank. Hal ini dilakukan dengan 

menurunkan kewajiban likuiditas minimum setiap bank dari 15% menjadi 3%. 

Adanya kebijakan ini pada dasarnya menyulitkan rentang kendali Bank Indonesia 

dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan bank. Akibatnya terjadi pada 

pertengahan Juli 1997 ketika krisis moneter menimbulkan kepanikan di kalangan 

perbankan nasional, sehingga terjadi penutupan bank pada awal November 1997. 

Krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi mulai 

pertengahan Juli 1997 diawali dengan depresiasi rupiah terhadap dollar AS. 

Situasi demikian diperparah dengan meningkatnya arus modal ke luar negeri, 

utang luar negeri yang jatuh tempo, pembiayaan impor dan minat spekulatif yang 

tinggi. Bank Indonesia berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk 

mengatasinya, seperti melakukan tindakan penghapusan rentang intervensi nilai 

tukar dan memberlakukan sistem nilai tukar mengambang bebas.
49

 Dalam sektor 

perbankan, Pemerintah dan Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk 

membantu bank nasional yang sehat, tetapi mengalami kesulitan likuiditas. 

Sementara itu, untuk bank yang kinerjanya buruk disarankan merger dengan 

bank-bank yang sehat. Kebijakan ini diikuti dengan melakukan pembenahan 

sektor perbankan dengan menutup 16 bank yang insolvent pada 1 November 

1997 atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF). Pada dasarnya 

pengambilan kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat nasabah kepada perbankan nasional. Akan tetapi, situasi yang terjadi 
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justru sebaliknya, masyarakat nasabah memindahkan simpanannya pada bank 

asing yang dinilai aman. Kondisi demikian menyebabkan beberapa bank nasional 

yang semua sehat menjadi kesulitan likuiditas. 

Dengan melihat situasi tersebut, pada 3 September 1997, Bank Indonesia 

menjalankan fungsinya sebagai lender of last resort. Hal ini dilakukan dengan 

membantu kesulitan likuiditas bank dan mencegah efek domino terhadap sistem 

perbankan. Namun, situasi demikian tetap terjadi karena banyak bank yang 

beroperasi dengan negative spread dan implementasi kredit bank juga terhenti 

karena tidak ada pengusaha yang sanggup beroperasi dengan kondisi harga dana 

yang mahal. Dalam hal inilah, Bank Indonesia kemudian memberikan dana 

talangan kepada bank yang mengalami kesulitan dalam bentuk Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia. Pemberian bantuan ini merupakan implementasi dari 

kebijakan Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada bank yang mengalami 

kesulitan likuiditas berdasarkan instruksi Presiden kepada pimpinan Bank 

Indonesia dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian saat itu.   

Dalam kedudukannya yang lebih baru, yaitu berdasarkan Pasal 9 Undang-

undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia terdapat tiga tugas yang 

harus dilaksanakan Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan 

mengatur dan mengawasi bank. Pada prinsipnya ketiga tugas Bank Indonesia 

tersebut mengandung kesepadanan yang saling kait mengait. Semuanya sama-

sama melahirkan suatu keadaan di mana Bank Indonesia harus 

mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek 

pengelolaan moneter, sistem pembayaran, dan perbankan secara konsisten dan 

harmonis.  

Adanya pemahaman tersebut disebabkan secara yuridis jelas ada keterkaitan 

antara tugas dan pertanggung-jawaban sebagai parameter untuk mengukur 

berhasil-tidaknya suatu institusi moneter dalam menjalankan fungsi yang 

ditetapkan.
50

 Adanya fakta antara tugas dan pertanggungjawaban menimbulkan 
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independensi di dalam pelaksanaannya sebenarnya merupakan bagian dari proses 

menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagaimana mestinya.  

Dengan kata lain, tugas yang dilakukan Bank Indonesia sewajarnya muncul 

dan dilakukan dalam suatu proses dan mekanisme yang tersistem dan terbebas 

dari pengaruh manapun. Tugas sedemikian strategis dan penting tersebut 

selayaknya dilakukan secara independen karena “merupakan hal penting dari 

rangkaian kebijakan ekonomi yang sangat mempengaruhi sistem perekonomian 

nasional secara keseluruhan.”
51

  

Tugas Bank Indonesia yang pertama diarahkan pada sektor moneter yang 

menegaskan “perlunya konsentrasi yang tinggi dari otoritas moneter agar 

stabilitas ekonomi yang bertumpu pada fundamental moneter tetap terjaga.”
52

 

Dalam tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ini, Bank 

Indonesia mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Bank 

Indonesia, sebagai berikut. 

1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju 

inflasi yang ditetapkannya; 

2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang 

termasuk terapi tidak terbatas pada: 

a. operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing; 

b. penetapan tingkat diskonto; 

c. penetapan cadangan wajib minimum; 

d. pengaturan kredit atau pembiayaan. 

Implementasi kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia pada 

dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi 

nasional. Meskipun demikian, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan 

moneter yang berbeda dengan kebijakan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah. 

Misalnya, dalam menetapkan sasaran laju inflasi, Bank Indonesia dapat berbeda 

dengan asumsi laju inflasi yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang didasarkan pada tahun 

fiskal. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) butir a UU Nomor 23 Tahun 1999, 
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Bank Indonesia dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada DPR dalam 

hal terjadinya perbedaan sasaran laju inflasi tersebut.  

Adanya kemungkinan terjadinya perbedaan dalam hal sasaran laju inflasi 

disebabkan Bank Indonesia menetapkan atas dasar tahun kalender dengan 

memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Sementara itu, 

Pemerintah akan lebih meletakkan pada empat asumsi dalam menentukan APBN, 

yaitu harga minyak dunia, nilai kurs rupiah terhadap dollar AS, pertumbuhan 

ekonomi, dan nilai ekspor.  

Sementara itu, dalam kewenangannya mengendalikan moneter pada dasarnya 

merupakan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Fungsi itu 

pada dasarnya  mempunyai makna, “mengacu pada sebuah lembaga yang 

berwenang memberikan bantuan kepada bank yang mengalami gangguna 

likuiditas sebagai sumber terakhir bagi bank setelah bank melakukan upaya untuk 

mengatasi kesulitan finansialnya dari sumber lain.”
53

  

Dengan demikian, fungsi tersebut dilakukan agar kondisi moneter tidak terlalu 

memanas dan stabilitas matauang rupiah tetap terjaga dari kemungkinan 

fragmentasi perekonomian nasional maupun global. Pengendalian moneter ini 

juga menurut Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1999 dapat dilakukan 

berdasarkan prinsip syariah.
54

 Adanya fungsi tersebut dilekatkan kepada Bank 

Indonesia karena pertimbangan sebagai bank sentral yang merupakan lembaga 

yang berwenang menciptakan uang. Kebutuhan akan bantuan likuiditas yang 

dihadapi bank harus segera dapat diatasi. Dalam hal ini bank sentral merupakan 

lembaga yang memiliki sumber daya dan instrumen yang memungkinkannya 

untuk segera memberikan suntikan likuiditas sesuai kebutuhan bank pada saat itu.  

 Diberikannya fungsi sebagai lender of the last resort menempatkan 

Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam posisi yang berisiko tinggi.
55

 Hal ini 

disebabkan bank sentral harus memberikan pinjaman ke pihak yang sedang 

menghadapi masalah keuangan. Dengan demikian, untuk melindungi diri 
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terhadap risiko itu umumnya bank sentral mensyaratkan bantuan yang mengalami 

kesulitan likuiditas, tetapi masih memiliki permodalan yang baik (illiquid but 

solvent).  

Sementara itu, dalam melaksanakan kebijakan nilai tugasnya, Bank Indonesia 

menganut sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, antara lain, berupa: 

a. dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap 

matauang asing; 

b. dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar; 

c. dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan 

nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.  

Dalam menentukan sistem tukar tersebut diharapkan Bank Indonesia 

mengambil kebijakan dengan prinsip kehati-hatian dengan selalu mendasarkan 

pada perkembangan ekonomi saat itu. Penentuan sistem tukar oleh Bank 

Indonesia tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa sebenarnya Bank 

Indonesia yang memiliki hak utama dalam menentukan rezim nilai tukar 

matauang, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengikutinya secara 

seksama. 

Dalam memahami kewenangan menentukan nilai tukar ini, Bank Indonesia 

mempunyai tolok ukurnya, yaitu “masa atau jangka waktu saat peredaran uang 

dimulai sampai dengan saat penutupan penjualan uang.”
56

 Di samping itu, dalam 

menjalankan kewenangan dalam bidang moneter, Bank Indonesia dapat 

menyelenggarakan survei secara berkala atau diperlukan yang dapat bersifat 

makro, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 

1999. Adapun survei ini dapat berupa pengumpulan informasi yang bersifat 

makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, 

survei perkembangan harga asset, dan survei lainnya yang diperlukan.  

Adanya ketentuan ini secara tersirat menegaskan Bank Indonesia dalam 

mengambil kebijakan bidang moneter tidak dapat dilaksanakan menurut 

kehendak dan pertimbangan diri sendiri, sehingga segala tindakan dalam urusan 

ini harus bersandarkan pada asumsi dan penelitian yang mendalam. Adapun 

pelaksanaan survei dapat dilakukan oleh lembaga tertentu, yaitu lembaga survei 
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yang independen, kompeten, dan profesional. Adanya hasil survei tersebut 

diharapkan akan memudahkan kewenangan Bank Indonesia “untuk mengambil 

kebijakan moneter dan mengendalikan moneter secara efektif. Dengan kata lain, 

adanya data survei itu diharapkan mampu mendukung kinerja lembaga otoritas 

moneter dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.  

Dalam memahami tugas kedua Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran, ada tiga  kewenangan yang dapat diambil, yaitu: 

a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan 

jasa sistem pembayaran; 

b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan 

laporan tentang kegiatannya; 

c. menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

Dalam menjalankan kewenangan di atas, Bank Indonesia dapat melakukan 

pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dilakukan 

dalam rangka menjamin keamanan, efisiensi, dan menerapkan prinsip kehati-

hatian.  

 Kewenangan lain dalam tugas kedua Bank Indonesia adalah mengatur sistem 

kliring antar-bank, baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Adapun kliring 

antar-bank adalah, “pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar-bank 

baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan 

pada waktu tertentu.”  

Dalam hal sirkulasi uang, Bank Indonesia menetapkan macam, harga, ciri 

uang, bahan yang digunakan, dan tanggal yang mulai berlakunya sebagai alat 

pembayaran yang sah. Di samping itu, Bank Indonesia juga berwenang untuk 

mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah mencabut, menraik, dan 

memusnahkan uang dari peredaran.  

 Dalam menjalankan tugas ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi bank, ada 

beberapa kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia, yaitu menetapkan peraturan, 

memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu 

dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap 

bank. Adanya kewenangan ini menunjukkan perubahan status Bank Indonesia 

menjadi institusi yang tunggal mengatur dan mengawasi bank, yang sebelumnya 

dimiliki oleh Menteri Keuangan. Dengan ketentuan ini berarti mengubah 
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beberapa ketentuan dalam UU No. 7 tahun 1992 yang mengatur perizinan 

perbankan.     

Dengan diserahkannya kewenangan mengatur perbankan kepada Bank 

Indonesia, konsep pengaturan perbankan akan dilakukan secara cermat, hati-hati, 

dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Adanya kecermatan dalam kebijakan 

perbankan dimaksudkan agar Bank Indonesia mampu menjalankan fungsinya 

sebagai regulator dan supervisi perbankan dengan mencermati aturan yang jelas 

mengenai capital adequacy, risk management, deposit insurance.  Hal ini 

dilakukan agar “terjadi peningkatan risk taking capacity dari bank-bank 

komersial dan menghindari munculnya kembali moral hazard.”
57

  

Sementara itu, prinsip kehati-hatian dimaksudkan untuk memberikan rambu-

rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem 

perbankan yang sehat.” Dalam menerapkan prinsip ini, Bank Indonesia juga 

harus memperhatikan dengan seksama, “situasi dan kondisi makroekonomi yang 

stabil dan keberhasilan langkah restrukturisasi di sektor riil.”
58

 Hal demikian 

berarti Bank Indonesia harus mengenali luas dan dalamnya permasalahan (proper 

diagnosis) dalam mengatur sektor perbankan dengan memungkinkan Bank 

Indonesia mengambil langkah korektif yang cepat (prompt action) jika terjadinya 

menemukan penyimpangan dalam sektor perbankan.  

Dalam hal terbebas dari pengaruh kepentingan manapun, kebijakan perbankan 

yang dilakukan Bank Indonesia akan independen dalam melakukan pengawasan 

bank. Hal ini berarti Bank Indonesia harus mengesampingkan segala latar 

belakang kepentingan dan kepemilikan suatu bank saat kebijakan terhadap bank 

tersebut diambil.  

Dalam menjalankan kebijakan perbankan ini, Bank Indonesia juga melakukan 

pengawasan terhadap bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
59

 

Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan bank, khususnya 
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yang berkaitan dengan masalah solvabilitas dan  profitabilitas suatu bank. 

Pengawasan masalah solvabilitas berkaitan dengan neraca bank, khususnya 

mengenai kredit bermasalah. Sementara itu, profitabilitas berkaitan dengan 

permodalan bank. Hal demikian dilakukan agar bank tidak mengalami kesulitan 

dalam kelangsungan usahanya, sehingga dapat mengganggu hak dan kepentingan 

masyarakat nasabah, pihak ketiga, dan sistem perbankan secara keseluruhan. 

Namun, Pasal 37 UU No. 10 tahun 1998 menyatakan jika suatu bank 

mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank 

Indonesia dapat melakukan tujuh tindakan, yaitu: 

1. pemegang saham menambah modal; 

2. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank; 

3. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan 

modalnya; 

4. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 

5. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh 

kewajiban; 

6. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank 

kepada pihak lain; 

7. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada 

bank atau pihak lain.
60

   

Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu bank dapat membahayakan 

sistem perbankan nasional, Pasal 37 ayat (2) butir b UU No. 10 tahun 1998 

memerintahkan Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank dan 

membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Kewenangan 

tersebut diatur pula dalam Pasal 26 UU No. 23 tahun 1999 yang menyatakan 

Bank Indonesia berwenang: 

a. memberikan dan mencabut izin usaha bank; 

b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank; 

c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; 
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d. memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha 

tertentu. 

Sementara itu, jika terjadi peningkatan kondisi suatu bank membahayakan 

perekonomian nasional secara menyeluruh, Bank Indonesia dapat meminta 

kepada Pemerintah untuk berkonsultasi dengan DPR membentuk badan khusus 

yang bersifat sementara untuk menyehatkan perbankan. Badan khusus ini 

sebenarnya pernah dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1999 

tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Kemudian 

pembentukannya ditetapkan dalam UU No. 10 tahun 1998 dan Peraturan 

Pemerintah No. 10 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.  

Diserahkannya penyehatan perbankan oleh badan khusus dimaksudkan agar 

badan tersebut berkonsentrasi penuh pada penyehatan perbankan. Hal ini penting 

agar kepercayaan pada perbankan dapat dipulihkan dan fungsi intermediasi bank-

bank dapat dijalankan lagi. Di samping itu, agar kepercayaan internasional dapat 

dikembalikan, sehingga L/C bank diterima luas di luar negeri.
61

 Dengan 

demikian, Bank Indonesia akan berkonsentrasi pada tugas lainnya yang juga 

penting. 

Dalam hal pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukannya secara 

berkala atau setiap waktu saat diperlukan. Tujuan adanya pemeriksaan adalah 

memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan 

kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap 

ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia 

meliputi antara lain buku-buku, berkas-berkas, waktu catatan, dokumen dan data 

elektronis, termasuk salinan-salinannya. Pemeriksaan bank juga dapat dilakukan 

pihak lain atas nama Bank Indonesia, misalnya akuntan publik. Bank Indonesia 

juga berhak memerintah bank menghentikan seluruh atau sebagian kegiatannya 

karena kemungkinan indikasi terjadinya tindakan pencucian uang (money 

laundering). 

Sementara itu, tujuan Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 7 adalah mencapai 

dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Upaya untuk menyelaraskan nilai rupiah 

merupakan bagian penting dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian 
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Uraian mendalam mengenai kedudukan BPPN dalam penyehatan perbankan dapat dilihat dalam 

tulisan Andreas A. Bunanta, “Peran BPPN dalam Penyehatan Perbankan,” Kompas (13 Oktober 2003): 

35.   
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nasional, sehingga dapat terjamin landasan fundamental ekonomi nasional secara 

keseluruhan.  

F. Konsepsi Kerugian Negara pada Bisnis di Lingkungan  Badan Hukum 

dengan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan 

a. Pendahuluan 

Terdapat suatu diskursus yang memperluas makna kerugian negara hingga 

kepada kerugian yang mungkin timbul dalam hubungan bisnis antara Badan 

Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah dengan mitra kerjanya. Perluasan makna 

yang demikian tidak lepas dari sederet undang-undang yang memperluas makna 

kekayaan negara hingga kepada kekayaan milik korporasi. Rugi dan untung pada 

suatu korporasi terlepas apakah berbentuk Badan Hukum Milik Negara, atau 

Badan Usaha Milik Negara yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas oleh 

Negara c/q Pemerintah, atau Badan-badan swasta murni adalah hal yang lumrah. 

Badan hukum, apakah milik negara atau milik swasta dalam hubungan bisnis 

akan terekspose kepada kemungkinan rugi atau untung.  

Di sisi lain, Negara melalui seperangkat undang-undang yang menyentuh 

cakupan kerugian keuangan negara seperti Undang-undang Perbendaharaan 

Negara (UU 1/2004), Undang-undang Keuangan Negara (UU 17/2003), Undang-

undang Badan Pemeriksa Keuangan (UU19/2003), Undang-Undang Tentang 

Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara (UU 15/2004), dan undang-

undang lain sebangsanya , secara normatif tidak membedakan kerugian yang 

timbul dari hubungan bisnis biasa dengan kerugian lain yang bottom linenya 

membawa pengurangan kepada harta negara.  

Dalam Undang-undang no. 17 tahun 2003 misalnya, dinyatakan bahwa 

keuangan negara termasuk dan meliputi juga kekayaan negara atau daerah yang 

dikelola sendiri atau pihak lain atau yang hanya sekedar mendapatkan fasilitas 

dari Pemerintah. Sedangkan dalam salah satu definisi mengenai korupsi adalah 

kerugian keuangan negara dan perbuatan yang dapat memperkaya orang lain atau 

korporasi.  

Norma hukum yang ideal harus memenuhi asas lex certa yaitu rumusan harus 

pasti (certainty)dan jelas (concise) serta tidak membingungkan  (unambiguous). 

Dalam menerapkan norma-norma tersebut harus dilandaskan kepada asas-asas 

hukum yang telah diakui seperti asas ne bis in idemdalam hukum pidana, atau 

asas kebebasan berkontrak (party authonomy) dalam hukum perdata dan asas 
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tidak bertentangan dengan UUD dalam hukum tata negara. (Romli Atmasasmita, 

2006) 

Tulisan ini akan mencoba membahas makna kekayaan negara yang dipisahkan 

dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara 

b. Kekayaan Negara yang dipisahkan 

Suatu Badan Hukum yang dibentuk Pemerintah dengan status kekayaan 

negara yang dipisahkan mengandung makna sejak dipisahkannya sebagian 

kekayaan Negara menjadi kekayaan Badan Hukum,  telah terjadi transformasi 

yuridis atas keuangan publik menjadi keuangan privat yang tunduk sepenuhnya 

kepada hukum perdata (Arifin P. Soeria Atmadja, 2007). Penyertaan modal 

negara di sebuah korporasi statusnya adalah penyertaan biasa dengan status 

hukum yang sama dengan penyertaan oleh pihak peartikelir lain. . Tujuan 

pemisahan tersebut adalah untuk membuat demarkasi yang jelas antara 

tanggungjawab publik dengan tanggungjawab korporasi.  Undang-undang nomor 

19 tahun 2003 tentang BUMN pada penjelasan pasal 4 menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN 

untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya 

pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun 

pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang 

sehat. Pendirian ini diperkuat dengan surat Mahkamah Agung pada tanggal 16 

Agustus 2006 yang memberi penegasan atas pertanyaan  Menteri Keuangan 

terhadap topik yang sama. 

Sayangnya beberapa Undang-undang lain, terutama yang menyangkut 

kewenangan-kewenangan instansional, seperti telah disebut di depan,  menafikan 

dan mengaburkan serta menyamaratakan makna. Kerugian yang timbul dari 

transaksi yang dilakukan oleh suatu Badan atau Korporasi yang jelas-jelas 

merupakan korporasi dengan kekayaan negara yang dipisahkan berpotensi untuk 

dimaknai sebagai kerugian negara, yang ujung-ujungnya dapat diancam dengan 

pidana korupsi. 

Di mata hukum, suatu korporasi adalah rechtpersoon, yaitu orang yang cakap 

menjunjung hak dan kewajibannya, memiliki kekayaan sendiri, memiliki 

kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya 

sendiri (persona standi in judicio). Tujuan pemisahan Badan Hukum Perdata dari 

institusi Negara adalah sangat jelas untuk membatasi tanggungjawab Badan 



 57 

Hukum manakala terjadi eksposure bisnis dari keputusan bisnis yang 

dilaksanakannya, untuk tidak menyentuh kekayaan negara yang lain. 

Inkonsistensi dalam memandang kekayaan negara pada Korporasi seolah-olah 

melekat dan satu kesatuan definisi dengan keuangan negara membawa 

konsekuensi yuridis yang serius. Dari sisi positif (upside benefit)nya akan 

memberikan pesan kehati-hatian disertai dengan ancaman pemidanaan manakala 

terjadi salah urus terhadap harta BUMN. Juga memberikan prioritas 

pengembalian tagihan dalam hal ada pailit, karena dalam undang-undang 

kepailitan hak negara mendapat prioritas terlebih dahulu dalam pelunasan 

dari boedel pailit. 

Namun sisi negatif (downside impact)nya juga tidak tanggung-tanggung. 

Dalam sistem hukum Perdata Indonesia dianut asas bahwa pemilik 

bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh harta yang di bawah 

penguasaannya, serta jaminan pemenuhan prestasi (pembayaran hutang) meliputi 

seluruh harta baik yang ada maupun yang akan ada (bdk KUHPerdata ps. 1131, 

1367). Contohnya,  apabila suatu kapal milik suatu BUMN mengalami 

kecelakaan yang mengakibatkan pencemaran laut, serta akibatnya massif, maka 

tuntutan strict liability dapat meluas dan menjangkau hingga  ke harta negara 

yang lain di luar BUMN tersebut. Demikian juga apabila ada tuntutan pailit 

kepada suatu BUMN, maka tuntutan tersebut akan dengan mudah dapat diperluas 

hingga ke harta negara lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan BUMN 

tersebut.   

c. Imunitas dalam pengambilan keputusan bisnis 

Pengelolaan hukum bisnis adalah tunduk kepada aturan-aturan pengelolaan 

bisnis yang baik (good corporate governance) seperti prinsip kehati-hatian, 

akuntabilitas, transparansi dan cepat tanggap (responsif). Pengelola/ Pengurus 

bisnis dilengkapi dengan fiduciary duties  (kepedulian, kemampuan dan 

kejujuran), duty of care (kehati-hatian agar terhindar dari kelalaian (negligence), 

dan tugas untuk menaati perundang-undangan (statutory duties). 

Doktrin penting lainnya adalah business judgement rule yang mengajarkan 

bahwa direksi (pengurus) suatu korporasi tidak bertanggungjawab atas kerugian 

yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan 

tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. 
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Direksi mendapatkan perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh 

pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang 

diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Namun dalam hal direksi 

atau pengurus suatu perseroan mengambil tindakan yang melebihi kapasitasnya, 

mereka dapat dituntut berdasarkan doktrin ultraviles (doktrin pelampauan 

kewenangan). Itupun sepanjang tidak bersentuhan dengan hukum memaksa, 

tuntutan yang dapat disampaikan adalah terbatas tuntutan keperdataan. 

Sebaliknya akan terjadi apabila Pemerintah terlalu banyak campur untuk sisi 

operasional suatu Badan Usaha yang kepemilikannya sebagian atau seluruhnya 

ada pada negara c/q Pemerintah. Negara atau pemerintah akan kehilangan 

kekebalannya sebagai pemegang otoritas kedaulatan negara (iure imperii) 

manakala Negara terlibat dalam suatu urusan bisnis (iure gestines). Negara akan 

turun derajat dan statusnya menjadi hanya menjadi pihak saja, sama seperti badan 

swasta atau perorangan lainnya.  Secara perdata juga, Negara tidak dapat lagi 

mempertahankan imunitasnya tersebut berdasarkan doktrin piercing the 

corporate veil (menembus tirai korporasi). 

d. Logika Perdata pada Hukum Bisnis versus Logika Pidana pada Keuangan 

Publik 

BUMN atau Badan Hukum lainnya yang didirikan untuk kepentingan bisnis 

dalam beroperasinya adalah tunduk kepada mindset logika perdata. Logika 

perdata yang dimaksud antara lain adalah bahwa kontrak bisnis adalah berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak, itikad baik dianggap ada pada para pihak 

sampai terbukti sebaliknya, serta apabila suatu prestasi yang diperjanjikan tidak 

dapat dipenuhi, maka akan dituntut wanprestasi dengan berbagai alternatif untuk 

memenuhinya. Logika bisnis adalah kehati-hatian, kemitraan, kerja sama 

dan trust. Misalnya, suatu mitra bisnis yang kesulitan melakukan pembayaran dan 

terlilit hutang, penyelesaiannya dapat berupa penundaan kewajiban pembayaran 

utang, hair cut (pelunasan sebagian), konversi hutang menjadi penyertaan modal 

dan sebagainya. Apabila ada sengketa bisnis, penyelesaiannyapun diusahakan 

dengan mediasi, dan paling jauh dengan arbitrase sebagai alternatif penyelasaian 

sengketa yang memberi win-win solution.  Solusi pidana dalam hukum bisnis 

hanya upaya terakhir (ultimum remedium) yang tidak akan ditempuh kalau tidak 

terpaksa. 
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Di sisi lain, apabila kaca mata pidana yang digunakan, maka logika perdata 

tidak akan atau sulit untuk berjalan. Kesulitan pembayaran oleh mitra bisnis dapat 

dituntut dengan delik penipuan atau penggelapan. Demikian juga dalam hal 

timbul kerugian. Penyelesaian seperti haircut, modelRelease and 

discharge seperti yang ditempuh dalam penyelesaian BLBI, hanya dipandang 

sebagai upaya administrasi semata yang tidak menuntaskan persoalan.  Logika 

pidana adalah untuk memberi efek jera, bukan win-win solution, tetapi 

adalah zero sum game dengan  win loss solution. Pasal 4 UU 31/1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya, berbunyi bahwa pengembalian 

kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan 

dipidananya pelaku tindak pidana.  Logika pidana lebih menekankan kepada 

penghukuman (repressive mode) untuk memberikan efek jera, dari pada asset 

economic recovery yang dianut hukum perdata. 

Dalam konteks inilah sekarang pendulum kebijakan di negara kita ini sedang 

bergerak. Hukum menjadi ditafsirkan sangat kontekstual dalam dimensi waktu, 

rejim dan prioritas kebijakan. Hal-hal yang dahulu adalah murni business 

judgement rules yang mungkin saja hasilnya tidak seperti yang diperkirakan 

semula, bergeser ke ranah pidana dengan ancaman korupsi karena merugikan 

keuangan negara atau membuat orang lain menjadi kaya. Apakah seorang 

pebisnis atau pengurus suatu korporasi yang sahamnya mayoritas dipegang 

negara harus diancam dipidana, hanya karena mitra bisnisnya menjadi kaya?. 

Atau bukankah berbisnis berarti berusaha untuk saling menguntungkan ?. Inilah 

absurditas berikutnya dari logika yang dibangun dengan perluasan definisi 

keuangan negara menurut sistem hukum positif kita dewasa ini. 

 

e. Tanggungjawab kepidanaan dalam pengelolaan bisnis 

Pemaparan di atas bukan berarti bahwa pebisnis akan terbebas dan immun dari 

tanggung jawab dan tuntutan pidana. Delik-delik pidana tetap dapat diancamkan 

kepada pelaku bisnis yang membawa rugi kepada bisnis yang dikelolanya. 

Namun harus dilihat penyebabnya adalah murni pidana, seperti penipuan, 

penyuapan, tindakan yang melebihi kewenangan dan kejahatan korporasi lainnya. 

Tetapi apabila para pebisnis telah bekerja dengan cermat, dengan 

pertimbangan bisnis yang matang (yang dapat saja hasilnya melenceng dari yang 

diperkirakan), itikad baik dan dalam koridor kebiasaan pedagang yang baik (lex 
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mercantoria), yang tidak melawan hukum, maka pada dasarnya pebisnis itu harus 

dilindungi serta memiliki kekebalan layaknya kekebalan diplomatik atau 

kekebalan parlemen di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.  

G. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

a. Pendahuluan 

 Menurut INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit 

Institutions), pengendalian manajemen adalah inti dari pelaksanaan anggaran 

yang bertujuan untuk memastikan: 

1. Pencapaian tujuan organisasi berdasarkan 3E (ekonomis,efisiensi 

efektifitas). 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan. 

3. Mejaga asset dan  informasi 

4. Mencegah dan  mendeteksi adanya kecurangan dan error. 

5. Kualitas pencatatan akuntansi dan  kehandalan laporan keuanangan serta 

manajemen informasi. 

Pengendalian manajemen dirancang untuk menjamin pelaksanaan anggaran 

dapat dilaksanakan dengan tepat, penggunnaan sumber daya secara tepat, 

meminimalisasi Sn menghindari kecurangan dan mismanagement serta 

memberikan kehandalan dalam penyajian informasi. 

INTOSAI mengembangkan standar pengendalian manajemen 

sebagai frameworkbagi negara yang digunakan untuk merancang 

dan mengembangkan sistem pengendalaian manajemen serta sebagai panduan 

bagi auditor untuk menilai pengendalian tersebut. Standar umum tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Struktur pengendalian manajemen yang ada memberikan jaminan yang 

masuk akal bahwa tujuan umum organisasi dapat tercapai (Organisasi 

memepunyai tujuan yang jelas). 

2. Manajer dan karyawan memelihara dan mempraktekkan sikap yang 

sportif dan positif dalam pelaksanaan pengendalian manajemen (untuk 

mencapai pengendalian yang efisien dan efektif). 

3. Tujuan pengendalian secara spesifik di-identifikasi dan dikembangkan 

untuk setiap kegiatan departemen/agensi dan secara tepat, menyeluruh, 

masuk akal serta terintegrasi dengan seluruh tujuan organisasi. 
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4. Manager mengawasi pelaksanaan secara berkelanjuatan dan secara cepat 

dapat memberikan respon apabila terjadi ketidakwajaran, in-efisiensi 

dan in-efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan. 

Standar yang lebih rinci adalah sebagai berikut: 

1. Struktur pengendalian manajemen, transasksi dan setiap peristiwa  

didokumentasika dan dicatat secara jelas dan siap untuk diuji. 

2. Transaksi dan  kejadian diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh orang 

yang memepunyai otoritas. 

3. Orang yang sama tidak boleh mempunyai tugas dan tanggungjawab 

lebih dari satu dalam area yang sama (mis: area otorisasi, pemrosesan, 

pencatatan, pengujian transaksi). 

4. Pengawasan yang kompeten untuk memberikan kepastian bahwa tujuan 

pengendalain manajemen dapat tercapai. 

5. Akses dan pencatatan terhadap sumber daya dibatasi untuk orang yang 

mempunyai otoritas penggunaan sumber daya. Untuk memastikan 

akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut, dilakukan opname 

phisik secara periodik. 

 

b. Syarat pengendalian manajemen (Internal Audit) yang efektif 

Karena pentingnya pengendalian manajemen adalah untuk menjamin 

penggunaan dana masyarakat secara efektif dan  digunakan secara tepat, maka 

Menteri Keuaangan mempunyai peranan yang sangat kuat dalam pelaksanaan 

pengendalian manajemen di kementrian/lembaga. Untuk mencapai pengendalian 

yang efektif harus didukung oleh syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Komitmen pimpinan, integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan 

manajemen yang efektif. 

2. Penilaian resiko secara hati-hati dan teliti. 

3. Efektifitas biaya dalam pelaksanaan pengendalian. 

c. Tipe Pengendalian Manajemen 

Untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai, manajer juga 

bertanggungjawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia telah 

digunakan secara tepat, dapat digunakan cara sebagai berikut: 



 62 

1. Pengendalain fisik, yakni penerapan prosedur pengendalian terhadap 

akses penggunaan sumber daya (mis: pencatatan akuntansi untuk jenis 

aset bernialai tinggi maupun aset yang dapat dicuri secara kecil-kecilan. 

2. Pengendalian akuntansi, yaitu pencatatan semua transaki ke dalam 

sistem akuntansi. 

3. Pengendalian proses, yaitu pengendalian yang dirancang untuk 

menjamin bahwa pemrosesan hanaya dilaksanakan oleh orang yang 

mempunyai otorisasi. 

4. Pengendalian dalam proses pengadaan. 

5. Pemisahan tugas, yaitu pemisahan tugas dan wewenang terhadap 

kegiatan yang beresiko untuk terjadi kecurangan 

6. Internal Audit, yaitu penilaian secara independen untuk mengukur dan 

menilai efektifitas pengendalian manajemen dan memberikan 

rekomendasi dan solusi kepada pimpinan apabila terjadi ketidakwajaran 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

d. Keterbatasan Pengendalian Manajemen 

Dalam organsiasi yang besar dan  kompleks, sistem pengendalian tidak dapat 

memberikan jaminan untuk mengatasi resiko atas kesalahan dan  ketidakjujuran 

dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, manajer harus memperhatikan 

keterkaitan resiko dalam membangun dan memelihara sistem pengendalain 

manajemen dalam organisasinya. Untuk mengatasi keterbatasan pengendalian 

manajemen dapat dilakukan dengan: 

1. Design yang salah, ditekankan bahwa sistem pengendalian manajemen 

memang dirancang untuk organisasi tersebu dan bukan mengadopsi dari 

sistem pengendalain manajemen organisasi lain. 

2. Lemahnya penerapan, hanya sistem yang dirancang dengan baik yang 

dapat mencapai tujuan. Manajer dan semua pengawas dalam semua level 

harus selalu waspada untuk menjamin bahwa setiap karyawan patuh 

dan menerima pelaksanaan prosedur pengendalian manajemen. 

3. Lemahnya respon untuk melaporkan ketidakwajaran, Sistem 

pengendalian dirancang untuk memberikan perhatian terhadap peristiwa 

yang diharapkan berjalan secara normal. Agar dapat dilaksanakan secara 

efektif, manajer harus dapat merespon terjadinya ketidakwajaran 

dan segera memberikan solusinya. Kegagalan dalam merespon dapat 
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mempengaruhi efektifitas pengendalian manajemen, sehingga hal 

tersebut harus menjadi perhatian dalam merancang sistem pengendalian. 

4. Kolusi, kebanyakan sistem pengendalian dapat dikalahkan apabila 

terdapat konspirasi untuk melakukan ketidakjujuran atau pemalsuan 

dokumen. Kolusi dalam hal penggunaan dana atau pemalsuan dokumen 

dapat diatasi dengan melaksanakan audit secara rutin. 

5. Kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan, pengendalian manajemen 

dirancang untuk membantu mengendalikan organsiasi atas nana 

manajemen, bukan untuk mengontrol pimpinan. Pimpinan dapat dengan 

mudah menghindar dari sistem pengendalian secara langsung atau 

dengan memerintahkan bawahan untuk melaksanakan hal yang 

menyimpang. Hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sikap 

keterbukaan, dimana bawahan didorong untuk melaporkan 

ketidakwajaran dan memberikan perlindungan kepada bawahan dari 

hukuman atas laporan yang dibuatnya. 

Pengendalian manajemen adalah bagian penting dari struktur operasi 

organisasi. Organsiasi yang semakin kompleks dan  besar lebih membutuhkan 

perhatian dalam merancang sistem pengendalian, tetapi hanya efektif bila 

diterapkan, dilaksanaka dan digunakan oleh manajer yang mempunyai dedikasi 

dan kompetensi yang tinggi. 

H. SISTEM PENGENDALIAN EXTERNAL PEMERINTAH 

Konsep dan tujuan pelaksanaan audit adalah untuk memberikan kepercayaan 

atas pengelolaan administrasi keuangan publik. Tujuan dari audit adalah untuk 

mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan  terhadap 

standar yang diterima umum (GAAP), pelanggaran peraturan perundangan serta 

penyimpangan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan  ekonomis dan  kemudian 

memberikan koreksi atas kesalahan tersebut. 

Kontribusi audit dalam pengelolaan keuangan pemerintah: 

1. Mendeteksi ketidakwajaran penggunaan dana, mendeteksi kelemahan 

pengendalian manajemen yang dapat membahayakan integritas 

organisasi serta efektifitas pelaksanaan anggaran dan kebijakan 

pemerintah 

2. Menentukan kehandalan laporan pelaksanaan anggaran organisasi. 
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3. Mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pemborosan dan 

ketidakefisienan penggunaan sumber daya. 

4. Memberikan data yang handal mengenai hasil pelaksanaan program 

sebagai basis untuk penentuan alokasi anggaran dimasa datang. 

Organisasi yang bertanggungjawab untuk melakukan audit pada pemerintah di 

berbagai negara mempunyai nama yang berbeda-beda tetapi secara keseluruhan 

mengacu kepada Supreme Audit Institution (SAI). Di Inggris, negara-negara 

persemakmuran dan negara skandinavia intitusi auditnya bernama National Audit 

Office yang bersifat independen. Di Negara Amerika Latin institusi auditnya 

bernamaCourt of Audit/Accounts. 

a. Syarat audit yang efektif 

 

INTOSAI mengumumkan standar operasi dan audit dalam organsiasi 

pemerintahan yang telah diadopsi oleh berbagai negara. Standar tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Independensi, menjamin bahwa pelaksanan audit tidak bias, berlaku juga bagi 

internal auditor. Dalam deklarasi Lima, INTOSAI membuat pernyataan 

mengenai independensi sebagai berikut: 

a. Institusi audit dapat menyelesaikan tugasnya secara objektif dan  efektif 

apabila mempunyai independensi terhadap entitas yang diaudit 

dan berada diluar pengaruh dari lembaga yang diauditnya. 

b. Jika insitusi audit tidak mempunyai independensi dikarenakan ikut  

menjadi bagian dari pemerintah, insitusi audit tersebut harus mempunyai 

fungsi yang independen agar dapat menyelesaikan tugasnya. 

2. Keahlian yang profesional, Audit adalah keahlian yang memerlukan keahlian 

teknik yang luas, dalam tim audit harus dipimpin oleh orang yang 

mempunyai kualifikasi dalam audit yang ditunjukkan dengan sertifikasi dan 

 pengalaman dalam praktek audit. 

a) Tipe-Tipe Audit 

1. Ex-ante audit 

Disebut juga pre audit atau apriori auditing. Suatu transaksi diteliti 

kepatutannya sebelum mereka dilaksanakan. Yang berarti, pembayaran tidak 

akan dilakukan sampai auditor mengakui voucher terkait, setelah meneliti 

dokumen-dokumen pendukung. Di beberapa negara ex-ante audit masih 
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dilakukan oleh SAI, sedang di beberapa negara lain fungsi ini dianggap 

merupakan elemen dari struktur pengendalian manajemen, sehingga merupakan 

tanggung jawab manajemen, bukan SAI. 

2. Regularity audit 

Bentuk audit pemerintah ini melibatkan pengecekan suatu transaksi setelah 

transakasi tersebut dilaksanakan, untuk memastikan adanya otorisasi dan 

dokumentasi yang tepat. Fokus utamanya adalah menentukan legalitas suatu 

transaksi. Strategi yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan Departemen 

Keuangan dan unit internal audit (Itjen) departemen, untuk menggunakan seluruh 

sumber daya auditnya berkoordinasi untuk memperkuat management control 

yang bisa mencegah irregularities dan  sumber-sumber pemborosan anggaran. 

Tujuan utama strategi regularity audit adalah memperkuat sistem untuk 

mencegah irregularities, bukan hanya untuk mendeteksi error-error yang telah 

terjadi. 

 

3. Financial Audit 

SAI diwajibkan untuk melakukan audit tahunan terhadap laporan keuangan 

pemerintah Tujuannya adalah untuk menentukan reliabilitas data di 

laporan tersebut. Auditor akan memberikan opini tentang kewajaran laporan 

keuangan. Untuk bisa mendukung opininya, selain menguji kewajaran informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan, auditor juga harus menguji sistem 

akuntansi yang digunakan untuk mengkompilasi data dan  pengendalian 

akuntansi yang dimaksudkan untuk memastikan pencatatan transaksi yang tepat. 

Fokus utama audit ini adalah reliabilitas system dan manajemen kontrol yang 

mendasari laporan. Apabila SAI kekurangan sumber daya untuk melaksanakan 

audit, mereka bisa mengkontrakkan (outsource) kepada akuntan publik sebagian 

pekerjaan audit laporan keuangan. 

 

4. Value for money (efficieny) audit 

Audit ini memeriksa keseluruhan entitas, aktivitas, atau program untuk 

merekomendasikan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi operasi. Auditor 

VFM mencari area-area yang terdapat kebocorann dan mismanagement, yang bila 

dieliminasi, tujuan akan dicapai dengan biaya yang lebih sedikit dan area-area 
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